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KATA PENGANTAR

puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tahunan

Pengadihn Tirggi Bengkutu Tahun 2016.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016 merupakan gambaran hasil

yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh

satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan

Tlnggi Bengkutu selama kurun waktu satu tahun. lu6 memenuhi surat dari Sekretaris

Mahkamah Agung Republik tndonesia Nornor 324|SEWOT.AL.2{LU2O15 tanggal 17 November

2AL6

Dalam pempenyusunan taporan ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan-

kekurangan yang rnemerlukan saran dan masukan guna perbaikan di masa datang, untuk itu

sangatlah berguna bagi kami sumbaqgan pemikiran yang bersifat membangun dan bernilai

posistif demi kemajuan Pengadilan Tinggi Bengkulu khususnya, dan warga Peradilan Umum

seluruh lndonesia pada umumnnya serta semua lingkungan peradilan yang ada di bawah

binaan Mahkamah Agung Rl.

Selaniutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tetah membantu

memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam Jnenyusun laporan ini. semoga Allah SWT

memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Bengkulu, 10 Januari 2017

IflFqeadilan Tinggi aengkuh^l/
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

 

embaga  Peradilan  adalah  bagian  dari  aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  melaksanakan 

penegakan hukum di negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

Dasar  1945.  Sebagai  lembaga  penegak  hukum,  peradilan  haruslah  mampu  memberikan  rasa 

aman dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan untuk itu aparat peradilan 

haruslah mampu bekerja secara  profesional.   Masyarakat   sekarang ini mulai menganggap bahwa 

penegakan hukum adalah salah satu kunci dalam melakukan upaya pembenahan kembali berbagai 

permasalahan  yang  melanda  Indonesia.  Namun  sampai  saat  ini  proses  penegakan  hukum  masih 

merupakan bagian dari permasalahan itu sendiri. Hal ini tidak lapas dari adanya kelemahan lembaga- 

lembaga  penegak hukum,  termasuk peradilan.  Sebagai respon terhadap  harapan masyarakat 

tersebut,  adalah  kewajiban  bagi  lembaga-lembaga  penegak  hukum,  termasuk  Pengadilan  untuk 

senantiasa memperbaiki diri dengan mengadakan perubahan-perubahan yaitu  pembenahan 

administrasi dan  kualitas atau kemampuan jajaran peradilan. 

 

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung membawahi 8 (delapan) Satuan 

Kerja yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu yang  mencakup wilayah Kota  Bengkulu, Pengadilan Negeri  

Curup  mencakup  wilayah  Kabupaten  Rejang  Lebong, Pengadilan Negeri  Manna  dengan wilayah 

hukum Kabupaten  Bengkulu  selatan,  Pengadilan Negeri Argamakmur mencakup wilayah Kabupaten 

Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko, Pengadilan Negeri Bintuhan mencakup  wilayah  

Kabupaten  Kaur,  Pengadilan  Tais    dengan  wilayah  hukum  Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri 

Kepahiang dengan wilayah hukum Kabupaten Kepahiang dan yang terakhir Pengadilan Negeri Tubei 

yang mencakup wilayah kabupaten Lebong. 

 

B.   VISI DAN MISI 

Visi 

 

isi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra 

yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang  merupakan  

peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung,  visi  Pengadilan Tinggi Bengkulu selaras dengan visi 

Mahkamah Agung yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YANG  AGUNG" 

 

 

 

 

 

 

 

L 

V 
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Misi 

 

Untuk  mewujudkan  visi  tersebut  perlu  ditetapkan  misi  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  

sebagai berikut : 

 

1.  Menjaga kemandirian badan Peradilan; 

2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3.  Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 

4.  Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan; 

 

C. RENSTRA 

 

encana  Stategis  merupakan  suatu  proses  yang  berorientasi  pada  hasil  yang  ingin  dicapai 

sebagai  sarana  atau  proses  untuk  tercapainya  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran  yang  telah 

ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi: 

 

Tujuan dan Sasaran Strategis 

 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau 

dihasilkan  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  5  (lima)  tahun.  Dengan  diformulasikannya  tujuan 

strategis,   Pengadilan Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh 

organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan 

memungkinkan  untuk  mengukur  sejauh  mana  visi  misi  organisasi  telah  dicapai  mengingat  tujuan 

strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. 

 

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut : 

 

1.  Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 

2.  Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 

3.  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan. 

 

Program  Utama dan Kegiatan Pokok 

 

Program Utama 

 

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah 

ditentukan. Pengadilan Tinggi Bengkulumempunyai program utama tahun 2015-2019 sebagai berikut : 

 

1.   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

 Manajemen yang baik akan   menentukan kualitas   pelaksanaan tugas pokok   dan fungsi  suatu  

lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan  tugas pokok 

pengadilan  umum. 

 

R
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2.   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada 

masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.  

Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  pengadilan  harus didukung oleh manajemen  dan  

pelaksana  tugas  teknis  lainnya  yang  dapat  mendukung   kelancaran pelaksanaan tugas  pokok  

pengadilan.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukan  peningkatan dukungan manajemen  dan pelaksana 

tugas teknis lainnya. 

 

3.  Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

 Peningkatan   Sarana   dan   prasarana  Aparatur   Mahkamah   Agung   diharapkan   dapat 

 memenuhi   kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam   dalam 

 mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

Kegiatan Pokok 

 

Program  tersebut  di atas  dalam  pelaksanaannya  diuraikan  dalam beberapa kegiatan pokok selama Tahun 

2015-2019 yaitu : 

1.  Penyelesaian perkara perdata dan pidana 

2.  Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana 

3.  Penelitian  berkas  perkara  banding  yang  disampaikan  secara  lengkap yang tepat waktu  

4. Register dan pendistribuan berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 

5. Pelaksanaan diklat teknis yudisial 

6. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial  

7. Tindak lanjut pengaduan yang masuk  

8. Tindak lanjut temuan yang masuk 

9. Publikasi proses penyelesaian perkara 

10. Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim 

 

 

Sasaran Strategis 

 

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai 

2. Melanjutkan  penyelesaian  agenda  reformasi  birokrasi,  utamanya  adalah  penguatan  

organisasi melalui   restrukturisasi    organisasi,   pengembangan   tatalaksana   organisasi   baru,   

penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia; 

3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan; 

4. Menyelesaikan tunggakan perkara; 

5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan; 

6. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja yang mendukung kegiatan peningkatan 

kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. 
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Arah Kebijakan 

 

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang   baik   yang   mencerminkan   supremasi  hukum  dan  penegakan   hak asasi manusia yang 

didukung  oleh aparatur negara  yang bersih,   berwibawa, bertanggung jawab serta profesional 

melalui: 

 

1. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa. 

2. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. 

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan memiliki tertib administrasi dengan 

meningkatkan kualitas laporan perkara dan keuangan. 

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan 

publik berkualitas. 

5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. 

 

 Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi 

yang   mana  aturan  main  dalam  birokrasi  tertata  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  tidak   terjadi 

penyimpangan  dari  prosedur  yang  mengarah  pada  kepentingan  pribadi atau kelompok, melayani 

masyarakat dan demokatis. Berpijak atas hal diatas, maka prioritas bidang hukum dan aparatur yakni 

tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh melalui arah kebijakan, sebagal berikut: 

1.   Peningkatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

2.   Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum. 

3.   Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan terhadap HAM. 

4.   Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 

5.   Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

6.   Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Instansi pemerintah. 

7.   Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. 
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MATRIX RENSTRA PENGADILAN TINGGI BENGKULU 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Peningkatan 

penyelesaian 

perkara sesuai SOP 

a. Prosentase perkara yang 

diselesaikan 

90% 90% 90% 90% 90% 

b. Prosentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Peningkatan tertib 

administrasi 

perkara yang 

efektif dan efisien 

a. Prosentase berkas yang diajukan 

banding yang disampaikan secara 

lengkap  

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Prosentase berkas yang 

diregister dan siap didistribusikan 

ke Majelis 

100% 100% 100% 100% 100% 

3 Peningkatan 

Kualitas SDM yang 

profesional 

  

a. Prosentase pegawai yang lulus 

diklat teknis yudisial 

90% 90% 90% 90% 90% 

b. Prosentase pegawai yang lulus 

diklat non yudisial  

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

4 Peningkatan 

penanganan 

pelaporan 

pengaduan 

  

a. Prosentase pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Prosentase temuan yg 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Peningkatan Disiplin 

Kerja Pegawai dan 

Hakim  

a. Prosentase kehadiran pegawai 

 

b. Prosentase ketidak hadiran 

pegawai yang ditindak lanjuti 

95% 

 

100% 

95% 

 

100% 

95% 

 

100% 

95% 

 

100% 

95% 

 

100% 

6 Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

(acces to justice) 

Prosentase proses penyelesaian 

perkara  yang dapat dipublikasikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

7 Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

yang mendukung 

Penyelenggaraan 

Peradilan 

Prosentase penyediaan  Sarana 

dan Prasarana yang mendukung 

penyelenggaraan Peradilan 

100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPT 

WKPT 

BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

KEPEGAWAIAN 

BAGIAN UMUM DAN 

KEUANGAN 

SEKRETARIS PANITERA 

HAKIM 

SUBBAGIAN 

KEPEGAWAIAN 

DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI 

SUBBAGIAN 

RENCANA 

PROGRAM DAN 

ANGGARAN 

SUBBAGIAN 

KEUANGAN DAN 

PELAPORAN 

SUBBAGIAN TATA 

USAHA DAN 

RUMAH TANGGA 

PANITERA MUDA 

PIDANA 

PANITERA MUDA 

PERDATA 

PANITERA MUDA 

KHUSUS 

PANITERA MUDA 

HUKUM 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Fungsional Arsiparis 

2. Fungsional Pustakawan 

3. Fungsional Pranata Komputer 

4. Fungsional Bendahara 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Panitera Pengganti 

2. Pranata Peradilan 
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

Buku II Pedoman tugas administra
1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana
Peralatan komputer, Jaringan Internet dan
buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima
berkas dari
kepaniteraan
pidana

Berkas
Perkara
Putusan

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meregister
Buku Register 10 menit Disusunnya

rekapitulasi

3 Meneliti berkas
perkara

ya /
tidak

- 30 menit Draf hasil
analisis&
rencana
tindak yang
telah
disetujui

4 Mengapload
putusan ke
Diktori putusan

Komputer &
jaringan
Website

30 menit Pengaploa
dtan

5 Menyimpan /
mengarsipkan
berkas putusan
perkara

Box & Lemari 10 menit Tersimpann
ya berkas
putusan
perkara



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

Buku II Pedoman tugas administra
1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana
Peralatan komputer, Jaringan Internet dan
buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima
berkas dari
kepaniteraan
Perdata

Berkas
Perkara
Putusan

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meregister
Buku Register 10 menit Disusunnya

rekapitulasi

3 Meneliti
berkas
perkara

ya/tdk - 30 menit Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

4 Mengapload
putusan ke
Diktori
putusan

Komputer &
jaringan
Website

30 menit Pengaploadt
an

5 Menyimpan /
mengarsipkan
berkas
putusan
perkara

Box & Lemari 10 menit Tersimpanny
a berkas
putusan
perkara



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

Buku II Pedoman tugas administrasi
1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer, Jaringan Internet dan
buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima
berkas dari
kepaniteraan
Tipikor

Berkas
Perkara
Putusan

5 menit Dicatatnya dalam
buku kendali

2 Meregister
Buku Register 10 menit Disusunnya

rekapitulasi

3 Meneliti
berkas
perkara

ya/tdk
-

30 menit Draf hasil analisis
& rencana tindak
yang telah
disetujui

4 Mengapload
putusan ke
Diktori
putusan MARI

Komputer &
jaringan
Website

30 menit Pengaploadtan

5 Menyimpan /
mengarsipkan
berkas
putusan
perkara

Box & Lemari 10 menit Tersimpannya
berkas putusan
perkara



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN  PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Pidana & umum Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Hukum

W
apan

Panitera

Ketua Pengadilan
Tinggi

Persyaratan
/

Perlengkapa
n

Waktu Output

1
Menerima
Laporan
Bulanan dari
kepaniteraan
Pidana

Laporan
Bulana dari
Kepaniteraa
n Pidana

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti &
menganalisa

Buku
Register

10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Bulanan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak

4 Menyampaika
n Hasil
Laporan
Bulanan &
Merekomenda
sikan

ya/tdk - 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan
Laporan
Bulanan

Umum,
Aukner&
Lemari

10
menit

Tersimpann
ya Laporan
Bulanan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN  PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Perdata Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan

Wakt
u Output

1
Menerima
Laporan
Bulanan dari
kepaniteraan
Perdata

Laporan
Bulanan dari
Kepaniteraan
Perdata

5
menit

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti &
menganalisa

Buku Register 10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Bulanan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana tindak

4 Menyampaikan
Hasil Laporan
Bulanan &
Merekomendasi
kan

ya/tdk 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana tindak
yang telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan
Laporan
Bulanan

Umum,
Aukner&
Lemari

10
menit

Tersimpannya
Laporan
Bulanan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN  PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Tipikor & umum Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima
Laporan
Bulanan dari
kepaniteraan
Tipikor

Laporan
Bulanan dari
Kepaniteraan
Tipikor

5
menit

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti &
menganalisa

Buku Register 10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Bulanan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak

4 Menyampaika
n Hasil
Laporan
Bulanan &
Merekomenda
sikan

ya/tdk 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan
Laporan
Bulanan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
menit

Tersimpann
ya Laporan
Bulanan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Pidana Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan

Wakt
u Output

1
Menerima
Laporan
Tahunan dari
kepaniteraan
Pidana

Laporan
Tahunan dari
Kepaniteraan
Pidana

5
menit

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2
Meneliti &
menganalisa

Buku Register 10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Tahunan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak

4 Menyampaika
n Hasil
Laporan
Tahunan&
Merekomenda
sikan

ya/tdk - 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan
Laporan
Tahunan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
menit

Tersimpanny
a Laporan
Tahunan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN  PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Perdata & Umum Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima
Laporan
Tahunan dari
kepaniteraan
Perdata

Laporan
Tahunan dari
Kepaniteraan
Perdata

5
menit

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti &
menganalisa

Buku Register 10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Tahunan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak

4 Menyampaika
n Hasil
Laporan
Tahunan&
Merekomenda
sikan

ya/tdk 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan
Laporan
Tahunan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
menit

Tersimpann
ya Laporan
Tahunan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN  PERKARA TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Kepaniteraan Tipikor Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Hukum

W
apan

Panitera

Ketua Pengadilan
Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima
Laporan
Tahunan dari
kepaniteraan
Tipikor

Laporan
Tahunan dari
Kepaniteraan
Tipikor

5
menit

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti &
menganalisa

Buku Register 10
menit

Disusunnya
rekapitulasi

3 Membuat
Laporan
Tahunan

Komputer 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana tindak

4 Menyampaika
n Hasil
Laporan
Tahunan&
Merekomend
asikan

ya/tdk 60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana tindak
yang telah
disetujui

5 Mengirimkan/
mengarsipkan
Laporan
Tahunan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
menit

Tersimpannya
Laporan
Tahunan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN LAPORAN BULANAN DARI PN SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TTINGGI BENGKULU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
Surat Keputusan Ketua MARI
Nomor : KMA/044/SK/VII/1997
Pedoman tugas dan administrasi Buku II

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
PN se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku
Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Laporan
bulanan dari PN se-
wilayah Hukum PT
Bkl

Laporan
bulanan dari PN
se-wilayah
Hukum PT Bkl

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti, Mengoreksi
& menganalisa

Buku Register 1 hari Disusunnya
rekapitulasi

3 Menyampaikan Hasil
Laporan bulanan dari
PN se-wilayah
Hukum PT Bkl
&Merekomendasikan
apabila ada perkara
yg melebihi batas
waktu

ya/tdk 60
menit

Surat
teguran

5 Mengirimkan /
mengarsipkan surat
teguran

Umum, Aukner
& Lemari

10
menit

Tersimpanny
a surat
teguran



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN LAPORAN TAHUNAN DARI PN SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer dan buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Laporan
Tahunan dari PN
se-wilayah Hukum
PT Bkl

Laporan
Tahunan dari
PN se-wilayah
Hukum PT Bkl

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti,
Mengoreksi &
menganalisa

Buku Register 1 hari Disusunnya
rekapitulasi

4 Menyampaikan
Hasil Laporan
Tahunan dari PN
se-wilayah Hukum
PT Bkl &
Merekomendasikan

ya/tdk
60
menit

Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

5 Mengirimkan /
mengarsipkan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
menit

Tersimpanny
a surat
teguran



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENGADUAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
SURAT KEPUTUSAN MARI
Nomor : 076/KMA/SK/2009

1. S-1 Sarjana Hukum
2. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Surat pengaduan, Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Hukum

W
apan

Panitera

Hakim
 Tinggi

Pengaw
asan

W
akil Ketua

Pengadilan Tinggi

Ketua Pengadilan
Tinggi

Persyaratan
/

Perlengkap
an

Waktu Output

1 Menerima
surat
pengaduan

Surat
pengadua
n

10
meni
t

Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meneliti,
mencatat
nomor,
tanggal,
identitas
pelapor &
terlapor

Buku
Register

60
meni
t

Pencatatan
di register

4 Pengelomp
okan
menentuka
n
kewenanga
n untuk
menangani
pengaduan

ya/
tdk

Surat
pengadu
an

1 hr Telah
diketahui  yg
berwenang
menangani
pengaduan



5 Penelaaha
n,
melakukan
pemeriksaa
n , hasil
pemeriksaa
an, tindak
lanjut hasil
pemeriksaa
n &
penjatuhan
hukuman.

lyk/t
dk

7
hari
(terg
antu
ng dr
jenis
peng
adua
n)

Telah
diketahui
hasil dr
pemeriksaan
pengaduan

6 Pengetikan
Hasil
pemeriksaa
n

1
hari

Hasil
pemeriksaan
selesai di
ketik

7 Pengoreksi
anHasil
pengetikan
pemeriksaa
n dan
penandata
nganan

ya/tdk 3
hari Hasil koreksi

yg sudah
sempurna
ditandatanga
ni

8 Hasil
Pemeriksaa
n yg sudah
final

1
hari

Hasil
pemeriksaan
selesai

9 Mengirimk
an hasil
pemeriksaa
n/mengarsi
pkan

Umum,
Aukner &
Lemari

10
meni
t

Tersimpanny
a surat
teguran



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/      /HK/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI

PIDANA, PERDATA & TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

Buku II Pedoman tugas administra
3. S-1 Sarjana Hukum
4. D III Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

Kepaniteraan Pidana, Perdata & Tipikor
Buku register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud H

ukum

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima
berkas Kasasi
dari
kepaniteraan
pidana, Perdata
& Tipikor

Berkas
Perkara
Kasasi

5 menit Dicatatnya
dalam buku
kendali

2 Meregister
Buku Register 10 menit Disusunnya

rekapitulasi

3 Meneliti berkas
perkara

ya /
tidak

- 30 menit Draf hasil
analisis &
rencana
tindak yang
telah
disetujui

4 Menyimpan /
mengarsipkan
berkas putusan
perkara

Box & Lemari 10 menit Tersimpann
ya berkas
putusan
perkara



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas -. Buku Register

-. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud

Perdata

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima berkas
perkara yang masuk
dari Sub. Bagian
Umum

Berkas
Perkara yang

terdiri dari
Bundel A, B

dan CD

5 menit
Dicatat dalam
buku agenda
surat masuk

2

Mencatat berkas yang
diterima ke dalam
Buku Agenda Surat
Masuk Sub Bagian
Perdata

Berkas
Perkara 5 menit

Dicatat dalam
buku agenda
surat masuk

3

Menyerahkan berkas
perkara ke Panitera
Muda Perdata untuk
Kemudian di Teliti

Berkas
Perkara yang
terdiri dari
Bundel A dan
B serta CD

5 menit

Berkas di
terima oleh
Panmud
Perdata

4
Meneliti kelengkapan
berkas perkara yang
diterima

ya

Tidak

Formulir
Penelitian
Berkas

30
menit

Berkas
lengkap / tidak



5 Memberi Nomor
Perkara dan Mencatat
ke Dalam Buku Induk
Register Perkara

Berkas
Perkara 60 menit

No perkara
masuk
dalam
register

6 Mencatat biaya perkara
ke dalam Buku Induk
Keuangan Perkara
Perdata

Berkas
Perkara 60 menit

Biaya
perkara
tercatat
dalam buku
induk
keuangan

7

Mencatat biaya perkara
ke dalam Buku Jurnal
Keuangan Perkara
Perdata

Berkas
Perkara 60 menit

Biaya
perkara
tercatat
dalam buku
jurnal
keuangan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penujukan Panitera Pengganti -. Buku Register

-. Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud

Perdata

W
apan

Panitera

K
etua

Pengadilan
Tinggi

M
ajelis

H
akim Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1

Berkas yang telah
diberi nomor perkara
& dicatat dalam
register, dibuatkan
FormulirPenunjukan
Majelis Hakim

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

5 menit

Formulir
Penunjukan
Majelis
Hakim
terlampir

2

Menyerahkan
Formulir Penunjukan
Majelis Hakim kepada
Panmud perdata
untuk diketahui dan
diparaf

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

5 menit

Formulir
Penunjukan
Majelis
Hakim
terlampir

3

Menyerahkan
Formulir Penunjukan
Panitera Pengganti
kepada Wakil
Panitera untuk
diketahui dan diparaf

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

5 menit

Formulir
Penunjukan
Majelis
Hakim
terlampir

4

Menyerahkan
Formulir Penunjukan
Majelis Hakim kepada
Panitera untuk
diketahui dan diparaf

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

5 menit

Formulir
Penunjukan
Majelis
Hakim
terlampir

5

Menyerahkan
Formulir Penunjukan
Majelis Hakim kepada
Ketua Pengadilan
Tinggi untuk
kemudian di tunjuk
Majelis Hakim

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

30 menit

Majelis
Hakim telah
di tunjuk oleh
ketua

6

Berkas yang telah
ditunjuk Majelis
Hakimnya diserahkan
kembali ke
Kepaniteraan Perdata

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

10 menit

Penunjukan
Majelis
Hakim sudah
dimasukkan
ke dalam



berkas



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Pengiriman Berkas -. Buku Register

-. Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud

perdata

W
apan

Panitera

K
etua

Pengadilan
Tinggi

M
ajelis

H
akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Berkas yang telah
ditunjuk Majelis
Hakimnya,dibuatkan
Formulir Penunjukan
Panitera Pengganti

Formulir
Penunjukan
Panitera
Pengganti

5 menit

Formulir
Penunjuka
n PP
terlampir

2
Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Panmud Perdata untuk
diketahui dan diparaf

Formulir
Penunjukan
Panitera
Pengganti

5 menit

Formulir
Penunjuka
n PP
terlampir

3 Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Wakil Panitera untuk
diketahui dan diparaf

Formulir
Penunjukan
Panitera
Pengganti

5 menit

Formulir
Penunjuka
n PP di
paraf
wapan

4 Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Panitera Sekretaris
untuk kemudian di
tunjuk Panitera
Pengganti

Formulir
Penunjukan
Panitera
Pengganti

30 menit PP telah di
tunjuk

5 Berkas yang telah
ditunjuk Panitera
Penggantinya
diserahkan kembali ke
Kepaniteraan Perdata

Formulir
Penunjukan
Panitera
Pengganti

10 menit

Formulir
sudah
lengkap
dalam
berkas

6 Menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua
Majelis Hakim

Berkas
Perkara

10 menit Berkas
telah di
ketua
Majelis



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PERDATA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU NO. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman
3. UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud P erdata

W
apan

Panitera

K
etua

Pengadilan
Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan
/

Perlengkap
an

Waktu Output

1
Menerima berkas
perkara yang telah
diminutasi dari Panitera
Pengganti

Berkas
Perkara dan
Putusan

5 menit
Berkas
perkara di
terima staf

2

Meneliti kelengkapan
berkas minutasi dan
memberi paraf pada
lembaran salinan
putusan

Tidak

Ya

Berkas
Perkara dan
Putusan

1 hari
hasil
penelitian ya /
tidak

3
Meregister Putusan ke
Buku Register Induk
Perkara

Berkas
Perkara dan
Putusan

60 menit

Putusan
lengkap
dalam
register

4

Mencatat uang Redaksi
ke Buku Register
Penerimaan Uang Hak-
Hak Kepaniteraan

Register 15 menit
Uang redaksi
telah
dibukukan

5

Mencatat uang materai
dan redaksi ke dalam
Register Induk Keuangan
Perkara

Register 15 menit

Uang materai
& redaksi
telah di
bukukan

6
Membuat Surat
Pengantar Pengiriman
Berkas

Berkas
Perkara dan
Putusan

15 menit Surat
pengantar

7

Menyerahkan surat
pengantar pengiriman
berkas ke panmud untuk
dikoreksi dan di paraf

Berkas
Perkara,
Putusan dan
surat
pengantar

15 menit

Surat
pengantar
telah di paraf
oleh panmud



8

Menyerahkan surat
pengantar pengiriman
berkas ke wapan untuk
dikoreksi dan di paraf

Berkas
Perkara,
Putusan dan
surat
pengantar
pengiriman
berkas

15 menit

Surat
pengantar
telah di paraf
oleh wapan

9

Mengesahkan salinan
putusan dan
menandatangani surat
pengiriman berkas

Berkas
Perkara,
Putusan dan
surat
pengantar
pengiriman
berkas

30 menit

panitera telah
mengesahka
n salinan
putusan dan
mentandatan
gani surat
pengantar
pengiriman
berkas

10

Mengirim salinan
putusan dan berkas
bundel A  beserta cd ke
PN pengaju

Berkas
Perkara dan
salinan
Putusan

1 hari

berkas
perkara telah
dikirim ke PN
penggaju

11
Menyerahkan berkas
perkara yang telah inkra
ke Kepaniteraan Hukum

Berkas
Perkara dan
Putusan

5 menit

Berkas
perkara dan
putusan telah
diserahkan
ke
kepaniteraan
Hukum



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 29 ayat (1) (2) dan (3b) KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1981

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud P erdata

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Bendahara biaya
proses menaikkan cek
giro ke panitera untuk
ditandatangani

Cek Giro 120
menit

Cek giro telah
ditandatangg
ani

2

Setelah ditanda
tangani oleh Panitera,
Bendahara Biaya
Proses mencairkan
uang Perkara ke Bank
BRI

Cek Giro 15
menit

Uang ada
pada
bendahara

3

Bendahara Biaya
Proses membukukan
ke buku Keuangan
Biaya Proses Perkara

Buku
Keuangan
Biaya Proses
Perkara

120
menit

Uang biaya
proses
tercatat
dalam
pembukuan

4

Bendahara Biaya
Proses menggunakan
uang perkara untuk
keperluan perkara
perdata (belanja ATK)

Buku Biaya
Proses
Perkara

1 hari ATK Perkara
Perdata

5

Bendahara menutup
buku keuangan biaya
proses setiap
bulannya

Buku Biaya
Proses
Perkara

30
menit

Keluar/masuk
uang Perkara
tercatat
dalam buku
keuangan
biaya proses

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP KEUANGAN PERKARA PERDATA



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Peraturan MA-RI NO. 02 Tahun 2009

1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
-. komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud P erdata

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat laporan
keuangan perkara
bulanan

Laporan 30 menit
Laporan
bulanan telah
di buat

2

Menyerahkan laporan
keuangan ke panmud
untuk di koreksi dan di
paraf

Tidak

Ya
Laporan 5 menit

Laporan
bulanan telah
di paraf

3
Menyerahkan Laporan
Keuangan perkara ke
wapan untuk diparaf

Laporan 5 menit
Laporan
bulanan di
paraf wapan

4
Menaikan Laporan
Keuangan ke Panitera
untuk ditandatanggani

Laporan 15 menit
Telah di tanda
tangan
panitera

5

Kepaniteraan Perdata
mengirim Laporan
Keuangan Perkara
melalui Bagian Umum

Laporan 5 menit

Laporan telah
diserahkan ke
bagian
numum untuk
di kirim

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP LAPORAN BULANAN KEUANGAN PERKARA PERDATA



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
-. Register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud

Perdata

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan
kasasi

Laporan
Kasasi 5 menit

Diketahui
perkara
tentang
kasasi

2
Menerima salinan
putusan kasasi dari
MA

Laporan
Kasasi 5 menit

Salinan
putusan
dari MA

3

Meregister putusan
kasasi pada nomor
perkara tersebut
dalam buku register

Salinan
putusan
kasasi

30
menit

Putusan
kasasi
telah di
register ke
dalam buku
register

4

Menyerahkan arsip
salinan putusan
kasasi ke
Kepaniteraan Hukum

Salinan
putusan
kasasi

5 menit

Salinan
putusan
kasasi
telah
diserahkan
ke
kepanitera
an hukum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/     /PDT/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   KASASI PERKARA PERDATA



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Mahkamah Agung
1. S1-Hukum
2. S1-Hukum

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
-. Register
-. Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud

Perdata

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1

Mengidentifikasi
laporan perkara
yang masuk, putus
dan sisa setiap
bulannya

Buku register
perkara

15
menit

Mengetahu
i posisi
perkara

2

Menutup dan
menandatangani
register perkara
setiap akhir bulan

Buku register
perkara

15
menit

Register
telah
ditandatan
ganni

3

Membuat laporan
bulanan perkara
yang masuk, putus
dan sisa setiap
akhir bulan

Laporan 30
menit

Laporan
bulanan
selesai di
buat

4

Menyerahkan
laporan bulanan
perkara yang
masuk, putus dan
sisa setiap bulan ke
bagian umum untuk
dikirim dan
menyerahkan
laporan ke
Kepaniteraan
Hukum

Laporan 15
menit

Laporan
bulanan
telah
diserahkan
untuk di
kirim

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PDT/2014

Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP LAPORAN BULANAN PERKARA PERDATA



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas
SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Penunjukan PP
SOP Pengiriman Berkas

Buku Surat Masuk

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima berkas
perkara yang masuk
dari Sub. Bagian
Umum

Berkas Perkara
yang terdiri dari
Bundel A dan B

5 menit Berkas di terima di
Kepaniteraan Pidana

2

Mencatat berkas yang
diterima ke dalam Buku
Surat Masuk Sub
Bagian Pidana

Berkas Perkara 5 menit
Dicatatnya berkas yang
masuk ke dalam buku
surat masuk

3

Menyerahkan berkas
perkara ke Panitera
Muda Pidana untuk
Kemudian di Teliti

Berkas Perkara
yang terdiri dari
Bundel A dan B

10
menit

Berkas Perkara telah
diserahkan ke Panmud
Pidana

4

Menerima berkas
perkara yang masuk
setelah di catat ke
dalam buku Surat
Masuk

Berkas perkara 5 menit
Berkas Perkara telah di
terima oleh panmud
Pidana

5
Meneliti kelengkapan
berkas perkara yang
diterima

Tidak

Ya
Berkas Perkara 1 Jam

Berkas Perkara telah di
teliti dan di catat ke dalam
Formulir Penelitian

6

Memberi Nomor
Perkara dan Mencatat
ke Dalam Buku
Register Perkara

Berkas Perkara 1 Jam
Perkara telah di beri
Nomor dan di catat ke
dalam Register



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENUNJUKAN MAJELIS HAKIMPERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 238 ayat (1) KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1981
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas
SOP Penunjukan PP
SOP Pengiriman Berkas

Peralatan komputer, Buku-Buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan

Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1

Berkas yang telah
diberi nomor perkara &
dicatat dalam register,
dibuatkan formulir
Penunjukan Majelis
Hakim

Berkas Perkara 15
menit

Dibuatnya
Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

2

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Hakim
kepada Wapan untuk
diketahui dan diparaf

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

10
menit

Formulir
Penunjukan
Majelis
Hakimdiparaf
oleh Panmud

3

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Hakim
kepada Panitera untuk
diketahui dan diparaf

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

10
menit

Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim
diparaf oleh
Panitera

4

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Hakim
kepada Ketua
Pengadilan Tinggi
untuk kemudian di
tunjuk Majelis Hakim

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

30
menit

Ditunjuknya
Majelis Hakim

5

Berkas yang telah
ditunjuk Majelis
Hakimnya diserahkan
kembali ke
Kepaniteraan Pidana

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan
Majelis Hakim

10
menit

Majelis Hakim
telah ditunjuk
oleh KPT



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/ /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas
SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Pengiriman Berkas

Peralatan komputer, buku-buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan

Panitera

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1

Berkas yang telah
ditunjuk Majelis
Hakimnya,dibuatkan
Formulir Penunjukan
Panitera Pengganti

Berkas Perkara 15
menit

Dibuatnya Formulir
Penunjukan
Panitera Pengganti

2

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Panmud Pidana untuk
diketahui dan diparaf

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan PP

10
menit

Formulir
Penunjukan PP di
paraf oleh Panmud
Pidana

3

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Wakil Panitera untuk
diketahui dan diparaf

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan PP

10
menit

Formulir
Penunjukan PP
diparaf oleh Wapan

4

Menyerahkan Formulir
Penunjukan Panitera
Pengganti kepada
Panitera Sekretaris
untuk kemudian di
tunjuk Panitera
Pengganti

Berkas
Perkara&
Formulir
Penunjukan PP

30
menit

Ditunjuknya PP oleh
Panitera Sekretaris

5

Berkas yang telah
ditunjuk Panitera
Penggantinya
diserahkan kembali ke
Kepaniteraan Pidana

Berkas Perkara 10
menit

PP telah ditunjuk
oleh Panitera
Sekretaris

6
Menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis
Hakim

Berkas Perkara 15
menit

Berkas Perkara
lengkap, siap untuk
disidangkan



PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penelitian Berkas
SOP Penunjukan Majelis Hakim
SOP Penunjukan PP

Peralatan komputer, register dan buku-buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan

Panitera

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima berkas
perkara yang telah
diminutasi dari Panitera
Pengganti

Berkas Perkara
dan Putusan

10
menit

Berkas Perkara
yang
putusdiserahkan
ke Kepaniteraan
Pidana

2

Meneliti kelengkapan
berkas minutasi dan
memberi paraf pada
lembaran salinan
putusan

Tidak

Ya

Berkas Perkara
dan Putusan 1 jam

Putusan diteliti
oleh Panmud
dan diparaf

3
Meregister Putusan ke
Buku Register Induk
Perkara

Berkas Perkara
dan Putusan 1 jam

Putusan di
register ke buku
induk register

4
Membuat Surat
Pengantar Pengiriman
Berkas

Berkas Perkara
dan Putusan

10
menit

Dibuatnya Surat
Pengantar untuk
pengiriman
berkas

5

Mengesahkan salinan
putusan dan
menandatangani surat
pengiriman berkas

Berkas Perkara
dan Putusan 1 jam

Salinan Putusan
disahkan oleh
Panitera

6
Menyerahkan  Berkas
Perkara ke Sub.
Bagian umum

Berkas Perkara
dan Putusan

15
menit

Berkas Perkara
dikirim ke Bag
Umum

7
Menyerahkan Arsip
perkara ke
Kepahiteraan Hukum

Berkas Perkara
dan Putusan

10
menit

Arsip di
serahkan ke
Kepaniteraan
Humum



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 29 ayat (1) (2) dan (3b) KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1981

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan/ Panitera

K
etua Pengadilan

Tinggi
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima permohonan
perpanjangan
penahanan

Surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

5 menit Dicatat ke dalam Surat
Masuk

2
Meneliti surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

Tidak

Ya

Surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

30
menit

Permohonan
Perpanjangan
Penahanan telah
dipelajari oleh Panmud

3 Memberi nomor
penetapan dan
mencatat pada buku
register tahanan

Surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

30
menit

Dicatatnya perpanjangan
penahanan ke dalam
buku induk register

4 Mengetik penetapan
perpanjangan
penahanan

Surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

30
menit

Dibuatnya penetapan
perpanjangan
penahanan

5 Menyerahkan
penetapan
perpanjangan
penahanan kepada
Panmud Pidana dan
Panitera untuk
dikoreksi dan diparaf

Surat
permohonan
perpanjangan
penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah diparaf

6 Penetapan
perpanjangan
penahanan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi

Permohonan
Penetapan
perpanjangan
Penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah
disetujui

7 Membuat pengantar
pengiriman
perpanjangan
penahanan

Permohonan
Penetapan
perpanjangan
Penahanan

15
menit

Dibuatnya Surat
Pengantar

8 Menandatangani
pengantar
perpanjangan
penahanan

Permohonan
Penetapan
perpanjangan
Penahanan

15
menit

Ditandatanganinya Surat
Pengantar

9 Mengirimkan
perpanjangan
penahanan melalui

Penetapan
perpanjangan
Penahanan

10
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan dikirim ke
Sub. Bag Umum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014

Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014

Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PERKARA PIDANA

Pasal 29 KUHAP



Sub. Bag. Umum



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 27 ayat (1) (2) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1981

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan/ Panitera

W
akil K

etua
Pengadilan Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima permohonan
laporan banding

Surat
permohonan
laporan banding

5 menit Dicatat ke dalam Surat
Masuk

2
Meneliti laporan
permohonan banding

Tidak

Ya

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Permohonan
Perpanjangan
Penahanan telah
dipelajari oleh Panmud

3 Memberi nomor
penetapan dan
mencatat pada buku
register tahanan

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Dicatatnya perpanjangan
penahanan ke dalam
buku register induk

4 Mengetik penetapan
penahanan

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Dibuatnya penetapan
perpanjangan penahanan

5 Menyerahkan
penetapan penahanan
kepada Panmud
Pidana dan Panitera
untuk dikoreksi dan
diparaf

Penetapan
Penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah diparaf

6 Penetapan penahanan
oleh Hakim Pengadilan
Tinggi

Penetapan
Penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah
disetujui

7 Membuat pengantar
pengiriman penetapan
penahanan

Surat
Pengantar
Penetapan
Penahanan

15
menit

Dibuatnya Surat
Pengantar

8 Menandatangani
pengantar penahanan

Surat
Pengantar
Penetapan
Penahana

15
menit

Ditandatanganinya Surat
Pengantar

9 Mengirim penetapan
penahanan melalui
Sub. Bag. Umum

Penetapan
Penahanan

10
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan dikirim ke
Sub. Bag Umum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENETAPAN PENAHANAN PERKARA PIDANA

Pasal 27 KUHAP



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pasal 48 ayat (1) (3) UU Nomor 3 Tahun 1997

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer dan register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

W
apan/ Panitera

W
akil K

etua
Pengadilan Tinggi

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Menerima permohonan
laporan banding

Surat
permohonan
laporan banding

5 menit Dicatat ke dalam Surat
Masuk

2
Meneliti laporan
permohonan banding

Tidak

Ya

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Permohonan
Perpanjangan
Penahanan telah
dipelajari oleh Panmud

3 Memberi nomor
penetapan dan
mencatat pada buku
register tahanan

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Dicatatnya perpanjangan
penahanan ke dalam
buku register induk

4 Mengetik penetapan
penahanan

Surat
permohonan
laporan banding

30
menit

Dibuatnya penetapan
perpanjangan penahanan

5 Menyerahkan
penetapan penahanan
kepada Panmud
Pidana dan Panitera
untuk dikoreksi dan
diparaf

Penetapan
Penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah diparaf

6 Penetapan penahanan
oleh Hakim Pengadilan
Tinggi

Penetapan
Penahanan

30
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan telah
disetujui

7 Membuat pengantar
pengiriman penetapan
penahanan

Surat
Pengantar
Penetapan
Penahanan

15
menit

Dibuatnya Surat
Pengantar

8 Menandatangani
pengantar penahanan

Surat
Pengantar
Penetapan
Penahana

15
menit

Ditandatanganinya Surat
Pengantar

9 Mengirim penetapan
penahanan melalui
Sub. Bag. Umum

Penetapan
Penahanan

10
menit

Penetapan Perpanjangan
Penahanan dikirim ke
Sub. Bag Umum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   PENETAPAN PENAHANAN PERKARA PIDANA

Pasal 48 UU No Th 1997



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi

Pengadilan Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Register dan buku-buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan
kasasi Laporan Kasasi 5 menit Laporan kasasi dicatat ke dalam

surat masuk

2
Mencatat kasasi pada
nomor perkara
bersangkutan dalam
buku register perkara

Laporan Kasasi 5 menit Kasasi dicatat ke dalam buku
register

3 Menerima salinan
putusan kasasi dari MA
dan diregister pada
buku register induk
perkara

Salinan putusan
kasasi

30
menit

Putusan kasasi telah dicatat
kedalam register induk

4 Menyerahkan arsip
salinan putusan kasasi
ke Kepaniteraan
Hukum

Salinan putusan
kasasi

10
menit Arsip telah diserahkan ke

kepaniteraan hukum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   KASASI



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Mahkamah Agung
Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan
Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan komputer, register dan buku-buku

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1
Mengidentifikasi
laporan perkara yang
masuk, putus dan sisa
setiap bulannya

Buku register
perkara

30
menit

Dicatatnya laporan keadaan
perkara

2
Menutup dan
menandatangani
register perkara setiap
akhir bulan

Buku register
perkara

15
menit

Ditutupnya buku register induk
pada akhir bulan

3 Membuat laporan
bulanan perkara yang
masuk, putus dan sisa
setiap akhir bulan

Laporan 30
menit

Dibuatnya laporan bulanan
keadaan perkara

4 Menyerahkan laporan
ke Kepaniteraan
Hukum & IT

Laporan 10
menit

Diserahkannya laporan ke
Kepaniteraan Hukum

PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP   LAPORAN BULANAN



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21 Bengkulu

Nomor SOP W8-U/       /PID/2014
Tanggal Pembuatan 25 April 2014
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 Mei 2014
Disahkan oleh KPT Bengkulu

SOP PENYELESAIAN PERKARA BANDING PIDANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
1. PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Mahkamah Agung
2.
Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan
Buku II

1. S1-Hukum
2. S1-Ekonomi Akuntansi

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP PenetapanPenunjukanMajelis
SOP PenetapanPenunjukan PP
SOP PP
SOP Pengirimanberkasperkara

Peralatan komputer dan Register

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Panm
ud Pidana

PP

W
apan /Pansek

M
ajelis H

akim

K
PT Persyaratan /

Perlengkapan Waktu Output

1
Manerimaberkasperkara Berkasperkara 5 menit Diterimanya

berkas
perkara

2 Menelitikelengkapanberk
asperkara

Tidak

Ya

Berkasperkara 1 jam Berkas telah
diteliti

3 Pemberian no
perkaradandiregister Berkasperkara 1 hari

Perkara
telah
diregister

4 MembuatpenetapanPenu
njukanMajelis Berkasperkara 15

menit

Ditunjuknya
Majelis
Hakim

5 Membuatpenetapanpenu
nukan PP Berkasperkara 15

menit
Ditunjuknya
PP

7 Menyerahkanberkasperk
arakeMajelis Hakim Berkasperkara 15

menit

Berkas
perkara telah
diserahkan
kepada
Majelis
Hakim

8
KetuaMajelismembacabe
rkas Berkasperkara 6 hari

Berkas telah
dipelajari
oleh KM



9 Hakim Anggota I
membacaberkas Berkasperkara 6 hari

Berkas telah
dipelajari
oleh HA I

10 Hakim Anggota II
membacaberkas Berkasperkara 6 hari

Berkas telah
dipelajari
olehHA I

11 MusyawarahMajelis Berkasperkara 1 hari
Majelis
mengadakan
musyawarah

12 Mengetikputusandanberit
aacara Berkasperkara 6 hari Dibuatnya

putusan

13

Majelismengoreksihasilk
etikan

Tidak

Ya Berkasperkara 6 hari
Putusan
telah
dikoreksi

14 Pengucapanputusan
Berkasperkara 1 hari

Putusan final
dan di
ucapkan di
persidangan

15
Membuatsalinanresmiput
usan Berkasperkara 1 hari

Dibuatnya
salinan
putusan

16
Menyerahkanberkasperk
arakePanmud Berkasperkara 1 hari

Berkas
perkara
diserahkan
ke
Kepaniteraa
n Pidana

17 Menerimaberkasperkara
yang sudahdiminutasi Berkasperkara 15

menit

Diterimanya
berkas
putusan

18
Pengirimanberkasperkar
ake PN. Pengaju melalui
Sub. Bag Umum Berkasperkara 1 hari

Berkas
perkara dan
putusan
telah dikirim



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 04 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penyelesaian berkas Perkara
SOP Penetapan Penunjukan Majelis
SOP Penetapan Penunjukan PP

-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pid Sus

Panitera
M

uda

PP

W
apan

KPT

Panitera

M
ajelis Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat  Surat
Pengantar

Tidak
Berkas perkara 10 menit

Surat pengan
tar selesai di
buat

2
Mengoreksi  surat
pengantar

Ya
Berkas perkara 10 menit Diketahui ke

kurangannya

3 Diparaf oleh WAPAN Berkas perkara 10 menit Diketahui
oleh
WAPAN

4 Panitera menanda
tangani surat

Berkas perkara 15 menit Panitera Tan
da tangan

5 Berkas dikirim ke PN
Pengaju Berkas perkara 15 menit

Berkas siap
dikirim



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 05 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP TAHANAN / PERPANJANGAN PENAHANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

PASAL  29, 27 KUHAP
-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara
-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pid Sus

Panitera
M

uda

PP

W
apan

KPT /W
KPT

Panitera

M
ajelis Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat
Penetapan/Perpanjanga
n Penahanan

Tidak
Laporan/Permoh
onan 60

menit

Penetapan
selesai di buat

2
Mengoreksi  penetapan Ya

Laporan/Permoh
onan 10 menit

Penetapan
Panmud
meneliti

3 Diparaf oleh Wapan Laporan/Permoh
onan

10 menit Diketahui
WAPAN

4 Diparaf oleh Panitera Laporan/Permoh
onan

10 menit Diketahui
PANITERA

5 Menyerahkan  ke
Ketua/Wakil untuk
ditandatangani

Laporan/Permoh
onan 10 menit

Pen. Selesai
ditanda ta-
ngani

6 Diterima kembali oleh
Staf Pidsus

Laporan/Permoh
onan

15 menit Penetapan
ditangan
Staf

7 Penetapan di Kirim ke
PN Pengaju Laporan/Permoh

onan 15 menit
Penetapan
siap di kirim



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 05 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP TAHANAN / PERPANJANGAN PENAHANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

PASAL  29, 27 KUHAP
-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara
-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pid Sus

Panitera
M

uda

PP

W
apan

KPT/W
KPT

Panitera

M
ajelis Hakim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat
Penetapan/Perpanjan
gan Penahanan

Tidak
Laporan/Perm
ohonan

60
menit

Penetapan

2
Mengoreksi
penetapan

Ya
Laporan/Perm
ohonan

10 menit
Penetapan

3 Diparaf oleh Wapan Laporan/Perm
ohonan

10 menit Penetapan

4 Diparaf oleh Panitera Laporan/Perm
ohonan

10 menit Penetapan

5
.

Menyerahkan  ke
Ketua/Wakil untuk
ditandatangani

Laporan/Perm
ohonan

10 menit
Penetapan

5 Ketua/Wakil
menandatangani
Penetapan

Laporan/Perm
ohonan

20 menit Penetapan

6 Diterima kembali oleh
Staf Pidsus

Laporan/Perm
ohonan

15 menit Penetapan

7 Penetapan di Kirim ke
PN Pengaju Laporan/Perm

ohonan
15 menit

Penetapan



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 06 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP LAPORAN DAN PUTUSAN KASASI PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara
-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pid Sus

Panitera
M

uda

PP

W
apan

K
PT

Panitera

M
ajelis

H
akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan
kasasi

Laporan
Kasasi

5 menit
Diketahui ada

permohonan
Kasasi

2
Mencacat kasasi pada
nomor perkara
bersangkutan dalam
buku register induk

Laporan
Kasasi

30 menit
Dicatat
dalam
Regisdter
Induk

3 Menerima salinan
putusan Kasasi dari
Mahkamah Agung

Salinan
putusan

5  menit Putusan di
terima

4 Mencatat putusan
Mahkamah agung
dalam Register induk

Salinan
putusan

30 menit
Putusan di
catat dalam
Register

5. Menyerahkan salinan
putusan MARI ke
Kepaniteraan Hukum

Salinan
putusan

15 menit
Putusan di
serahkan ke
Bag. Hukum



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No 21

Bengkulu

Nomor SOP 07 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 25 April 2014
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP LAPORAN BULANAN PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :

PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyelesaian perkara
-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pid Sus

Panitera
M

uda

PP

W
apan

K
PT

Panitera

M
ajelis

H
akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 MenGIDENTIFIKAS
LAPORAN PERKARA
YANG MASUK,
PUTUS DAN SISA
SETIAP AKHIR
BULAN

Laporan
Kasasi

5 menit register

2
Mencacat kasasi pada
nomor perkara
bersangkutan dalam
buku register induk

Laporan
Kasasi

30 menit
Berkas
perkara

3 Menerima salinan
putusan Kasasi dari
Mahkamah Agung

Salinan
putusan

5  menit Berkas
perkara

4 Mencatat putusan
Mahkamah agung
dalam Register induk

Salinan
putusan

30 menit
Berkas
perkara

5. Menyerahkan salinan
putusan MARI ke
Kepaniteraan Hukum

Salinan
putusan

15 menit
Berkas
perkara





PENGADILAN TINGGI
BENGKULU

Jl. Pembangunan No 21
Bengkulu

Nomor SOP 01 / Pidsus
Tanggal Pembuatan 23 April 2014
Tanggal Revisi 25 April 2014
Tanggal Efektif 23 April 2014
Disahkan oleh KPT

SOP PENYELESAIAN PERKARA BANDING PIDSUS TIPIKOR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan :
PMA No.10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
tata Kerja Mahkamah Agung

-S.1 Hukum
-SLTA

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penetapan Penunjukan Majelis
SOP Penetapan Penunjukan PP
SOP Pengiriman berkas perkara

-Register
-Blanko
-Komputer, flashdisk, CD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

N
o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

StafPid Sus

Panitera M
uda

PP

W
apan

K
PT

M
ajelis H

akim

Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output

1 Manerima berkas
perkara

Tidak
Berkas
perkara

5
menit

Berkas diterima
staf

2
Meneliti kelengkapan
berkas perkara

Berkas
perkara

30
menit

Diketahui
lengkap/tidak
nya berkas
catatan

3 Pemberian no perkara
dan diregister

Ya Berkas
perkara

1 hari Tercatat dalam
register

4 Membuat penetapan
Penunjukan Majelis

Berkas
perkara

15
menit

Blanko pene
tapan Majelis
terlampir

5 Membuat penetapan
penunukan PP

Berkas
perkara

15
menit

Blanko
Penetapan PP
terlampir

6 Menyerahkan berkas
perkara ke KPT

Berkas
perkara

15
menit

KPT menunjuk
majelis Hakim





























































































































 

 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 
No. 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU  

 
Ket  

Staf Kasubbag 
TU&RT 

 

KPT/ 
WKPT 

 

Sekr
etar 
 
 

Kabag  
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 
1 

Menerima Surat 
masuk 

      
Berkas Surat 
Masuk 

 
10 menit 

 
Surat masuk 

 

 
 
 

 
2 

 
 
 

Mengagendakan 

surat dan 

Mengisi lembar 

disposisi 

      
 
 

 
Surat masuk 

 
 
 

 
10 menit 

 
 

Surat masuk 

yang sudah 

diagendakan 

dan diberi 

lembar 
disposisi 

 

 
 
 

3 

 
 

Memeriksa 

kelengkapan 

surat masuk 

     
 

Surat masuk 

yang sudah 

diagendakan 

dan diberi 

lembar 

disposisi 

 
 
 

5 menit 

 

 
Lembar 

disposisi yg 

sudah diberi 

pengantar 

 

 

 
4 

 
Memeriksa surat 

dan memberikan 

disposisi 

     Lembar 

disposisi yg 

sudah 

diberi 

pengantar 

 

 
10 menit 

Lembar 
disposisi yg 
sudah diparaf 
untuk 
diteruskan 

 

 
 
 

5 

Memeriksa surat 

dan memberikan 

disposisi ke 

bagian 

kesekretariatan 

dan 

kepaniteraan. 

     
 
 
 
 

T 

Lembar 

disposisi yg 

sudah 

diparaf 

untuk 

diteruskan 

 
 
 
10 menit 

Surat yang 

telah diperiksa 

dan jika 

dianggap 

perlu diberi 

disposisi 

 

 

 
6 

Meneruskan 
surat 
masuk dan 
memberi paraf 
pada lembar 
disposisi 

    

 
Y 

  
Surat yang 

telah 

diperiksa 

 

 
10 menit 

 

 
Disposisi 

 

 
 

7 

 

Menerima dan 

mencatat surat 

yang telah 

didisposisi 

      
 

Disposisi 

 
 

5 menit 

 
 

Hasil disposisi 

 

 
 

8 

 
Mendistribusikan 

surat sesuai 

tujuan surat. 

     
 

 
Disposisi yang 

telah dicatat 

 
 

5 menit 

 
Distribusi dan 

tanda terima 

surat 

 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL.PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKUU 

 
SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK 

 

 
Dasar Hukum : 
1.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 

134/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I. 
 

 
 

Keterkaitan : 
1.   SOP Surat Keluar 

 

 
 
 

Peringatan : 
Jika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang 
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pimpinan. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Memahami aturan hukum tentang tata persuratan. 
2.   Memahami tata cara pembuatan surat masuk. 
3.   Berpengalaman dalam mencatat surat masuk. 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer 
2.   Alat Tulis 
3.   Printer 
4.   Buku Pencatatan Surat Keluar 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI  

 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 
BENGKULU 

 
 

SOP PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR 
 

 
Dasar Hukum : 

 

1.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 
134/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I. 

 

 
Keterkaitan : 

 

1.   SOP Surat Masuk 
 
 
 
 

Peringatan : 
 

Jika tidak disusun maka akan kesulitan melacak surat yang 
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pimpinan. 

Kualifikasi Pelaksana : 
 

1.    Memahami aturan perundang-undangan  tentang surat- 
menyurat. 

2.    Memahami tata cara pembuatan surat keluar. 
3.    Berpengalaman dalam mencatat surat keluar. 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
 

1.   Komputer 
2.   Alat Tulis 
3.   Printer 
4.   Buku Pencatatan Surat Masuk 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  
Ket  

Bidang 
 

Staf Kasubbag 

TU&RT 
Kabag  

Sekret
aris 

 
Ketu
a 

 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 

 
 
 
1 

 
Menyampaikan 

draft surat keluar 

yang 

memerlukan 

tanda tangan 

Ketua 

       

 
surat masuk 

yang 

membutuhkan 

jawaban, 

koordinasi dll 

 

 
 
 

3 menit 

 

 
Draft surat 

keluar 

 

 

 
 
 
2 

 

 
 

Menerima 

draft surat 

keluar 

       
 
 
Draft surat 

keluar 

 

 
 
 

1 menit 

 
Draft surat 

keluar yang 

sudah 

dicatat 

pada buku 

agenda 

 

  
 

 

 
3 

 
Menyampaikan 

draft surat 

keluar 

      Draft surat 
keluar yang 
sudah dicatat 
pada buku 
agenda 

 

 
3 menit 

 
Penyampai 

an draft 

surat 

keluar 

 

 

 
 
4 

 

 
Meneruskan 

dan memaraf 

draft surat 

       

 
Penyampaian 

draft surat 

keluar 

 

 
 

3 menit 

 
Draft surat 

yang telah 

diperiksa 

dan di 

paraf 

 

 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

 
Memeriksa 

dan memaraf 

draft surat 

   
 
 
 
 
 

T 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y

 
 
 
 
 
Draft surat 

yang telah 

diperiksa dan 

di paraf 

 

 
 
 
 
 
 

3 menit 

 
Draft surat 

keluar 

yang 

sudah 

diperiksa 

dan atau 

jika 

dianggap 

perlu 

ditandatan 

gani 

 

 
 

 
6 

 
 

Meneliti dan 

menandatanga 

ni surat keluar 

    
 

 
T 

   

 
Draft surat 

keluar yang 

telah diperiksa 

dan paraf 

 
 

 
5 menit 

Surat 

keluar 

yang telah 

ditandata 

ngani 

 



 

 

 

 

 
 
No.

 
 

KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  

 
Ket  

Bidang 
 

Staf 
Kasubbag 

TU&RT 
Kabag  

Pan/ 
Sek 

 
Ketua 

 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 
 
 

 
7 

 
 
 
Mengagendakan, 

memberikan 

nomor dan 

memberi cap 

      
 
 
 
 

Y 

 
 

 
Surat  keluar 

yang telah di 

tandatangani 

 
 
 

 
5 menit 

 
Surat 
keluar 
yang telah 
ditandata 
ngani, 
diberikan 
nomor dan 
cap 

 



 

 

 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI  

BENGKULU 
 

JL.PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

 

SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN 
 

 
Dasar Hukum : 
1.   Pasal  9  huruf  UU  17/2003  (Keuangan  Negara): 

Menteri/Pimpinan  Lembaga sebagai  Pengguna 
Anggaran/Pengguna  Barang  mempunyai  tugas 
mengelola  barang milik/kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang 
dipimpinnya. 

2.   Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan 
Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D 
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- 
baiknya. 

3.   PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah). 
4.   PP 6/2006 (Pengelolaan BMN). 
5.   PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi 

BMN). 
6.   PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN). 
7.   PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Pemerintah Pusat). 
8.   Per DJPB 51/PB/2008. 

 
Keterkaitan : 
1.   SOP Pemeliharaan 
2.   SOP Pengarsipan 
3.   SOP Laporan 

 
Peringatan : 
Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya 
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat 
barang sudah tidak maksimal lagi. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Memahami aturan perundang-undangan tentang 

Penatausahaan Persediaan. 
2.   Memahami tata cara Penatausahaan Persediaan. 
3.   Berpengalaman dalam melakukan Penatausahaan 

Persediaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer 
2.   Alat Tulis 
3.   Printer 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 

 
 
No. 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  
Ket Kasubbag 

TU&RT 
Bendahara 

Pengeluaran 
 

PPK 
 

KPA 
Penerima 

Persediaan 
 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 
 
 

1 

 

Membuat 

usulan barang- 

barang yang 

dibutuhkan 

pegawai dan 

stock/cadangan 

persediaan 

      
 
 

Usulan 

Persediaan 

 

 
 
 

1 hari 

 

 
 

Usulan 

Persedia 

an 

 

 
 
 

2 

Memeriksa 
usulan 
persediaan, jika 

setuju 
memparaf surat 

usulan 
persediaan, jika 
tidak 

dikembalikan 
ke Kasubbag 
TU dan RT 

  

 
T 

  

 
Y 

  

 
 
 
 

Usulan 

Persediaan 

 
 
 
 
 
60 menit 

 
 
 
 

Usulan 

Persedia 

an 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Memeriksa 

usulan 

persediaan, jika 

setuju 

menandatanga 

ni surat usulan 

persediaan  

 

selanjutnya 

melakukan 

pembelian 

barang, 

dikembalikan 

dan Kasubbag 

TU 

dan RT 

   
 
 
 
 
 
 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y 

  
 
 
 
 
 
 

 
Usulan 

Persediaan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 

 

 
 
 
 
 
 

Usulan 

Persedia 

an yang 

telah 

disetujui 

 



 

 

 

 

 
 
No. 

 
 

KEGIATAN 

 

P E L A K S A N A 
 

MUTU BAKU 
 

 
Ket 

Kasubbag 
TU&RT 

Bendahara 
Pengeluaran 

 

PPK 
 

KPA 
Penerima 

Persediaan 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 
 

Output 

 
 
 

 
4 

 
 

Mencairkan 

dana pembelian 
persediaan 
sesuai dengan 

usulan 

      

 
 

Usulan 

Persediaan 

yang telah 

disetujui 

 
 
 

 
60 menit 

 
 
 

 
Persediaan 

 

 
 
 
 

5 

 

 
Membeli 

barang sesuai 

dengan 

usulan 

persediaan 

      
 

Usulan 

Persediaan 

yang telah 

disetujui 

 
 
 
 

1 hari 

 
 
 
 

Persediaan 

 

 
 
 
 
 
 

 
6 

Memeriksa 

barang apakah 

sama dengan 

usulan yang 

telah disetujui, 

bila setuju 

didistribusikan 

kepada pegawai 

/ disimpan. Bila 

tidak 

dikembalikan 

kepada 

Kasubbag TU 

  
 
 
 
 
 
 

 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

   
 
 
 
 
 

 
Persediaan 

 
 
 
 
 
 

 
30 menit 

 
 
 
 
 
Hasil Data 

Rekon 

siliasi 

Persedia 

an 

 

 
 
 

 
7 

Mendistribusika 

n kepada 

pegawai sesuai 

kebutuhan / 

disimpan 

berdasarkan 

kodefikasi 

barang 

      
 
 

 
Persediaan 

 
 
 

 
60 menit 

 
 
 
 

Tanda 

Terima 

 

 

 
 

8 

 
Menginput 

kedalam 

Aplikasi 

persediaan 

     
 

 
 

Persediaan 

 

 
 
60 menit 

 
 

Laporan 
Persediaan 

 
SOP 
Peng 

arsipan 
Dokumen 



 

 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 
 

SOP PELAKSANAAN BELANJA RUTIN 
 

 
Dasar Hukum : 
1.   Pasal  9 huruf  UU 17/2003 (Keuangan  Negara): 

Menteri/Pimpinan Lembaga  sebagai  Pengguna 
Anggaran/Pengguna  Barang mempunyai tugas 
mengelola  barang milik/kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang 
dipimpinnya. 

2.   Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan  Negara): 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

3.   PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah). 
4.   PP 6/2006 (Pengelolaan BMN). 
5.   PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi 

BMN). 
6.   PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN). 
7.   PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Pemerintah Pusat). 
8.   Per DJPB 51/PB/2008. 

 
Keterkaitan : 
1.   SOP Pengarsipan 
2.   SOP Persediaan 

 
 

Peringatan : 
Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya 
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat 
barang sudah tidak maksimal lagi. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Memahami aturan perundang-undangan tentang 

Pelaksanaan Belanja Rutin. 
2.   Memahami tata cara Pelaksanaan Belanja Rutin. 
3.   Berpengalaman dalam melakukan Pelaksanaan Belanja 

Rutin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer 
2.   Alat Tulis 
3.   Printer 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 
 

 
No 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  
Ket  

Staf Kasubbag 
TU&RT 

Bendahara 

Pengeluaran 
 

PPK 
Penerima 
Barang 

 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 
 
 
 
 

1 

 

Membuat 

rencana barang- 

barang yang 

dibeli sesuai 

kebutuhan 

pegawai dengan 

memperhatikan 

stock/cadangan 

barang yang 

masih tersedia. 

      
 
 

Merencana 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli. 

 
 
 
 
 

1 hari 

 
 
 

Merencana 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli. 

 

 
 
 
 
 

2 

 

Memeriksa dan 
memaraf rencana 
barang - barang 
yang dibeli 
sesuai kebutuhan 

pegawai dengan 
memperhatikan 
stock/cadangan 
barang yang 
masih tersedia. 

      
 
 

Merencana 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli. 

 
 
 
 
 

1 hari 

 
Menyetujui 

rencana 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli 

sesuai 

kebutuhan 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Memeriksa 

rencana barang 

- barang yang 

dibeli sesuai 

kebutuhan 

pegawai 

dengan 

memperhatikan 

stock/cadangan 

barang yang 

masih tersedia, 

jika setuju 

ditanda tangani, 

jika tidak 

dikembalikan ke 

Kasubbag TU 

dan RT. 

   
 
 
 
 
 

T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

  
 
 
 
 

Menyetujui 

rencana 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli 

sesuai 

kebutuhan 

 
 
 
 
 
 
 

 
60 menit 

 
 
 
 
 

Menandata 

ngani 

barang- 

barang 

yang akan 

dibeli 

sesuai 

kebutuhan 

 



 

 

 

 
 

No KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU 
 

 
Ket 

Staf 
Kasubbag 

TU&RT 
Bendahara 

Pengeluaran 
PPK

 

Penerima 

Persediaan    
Kelengkapan   Waktu Output 

 

 
 
 

Mencairkan 

dana pembelian 

4 persediaan 

sesuai dengan 

usulan 

 

 
Menandatan 

gani barang- 

barang yang 

akan dibeli 

sesuai 

kebutuhan 

Mencairkan 

dana untuk 

pembelian 

barang- 

60 menit barang yang 

disetujui 

sesuai 

kebutuhan 

Pegawai 
 

 
 
 

 
Membeli barang 

5 sesuai dengan 

kebutuhan 
 
 
 
 

Memeriksa 

barang dan 

6 mendistribusika 

n kepada 

pegawai. 

Mendistribusika 

7 n kepada 

pegawai sesuai 

 
Menginput 

8 kedalam 

Aplikasi 

persediaan 

Mencairkan 

dana untuk 

pembelian 

barang- 

barang yang 

disetujui 

sesuai 

kebutuhan 

Pegawai 

 
Pembelian 

Barang- 

barang 

sesuai 

kebutuhan 
 

Stock 

Barang 

yang 

tersedia 
 

 
Tanda 

Terima 

 
 

Pembelian 

barang- 

60 menit barang 

sesuai 
kebutuhan 

 
 
 
 

Stock 

30 menit Barang yang 

tersedia 
 

 
 

Tanda 
60 menit 

Terima 
 

 
 

Laporan 
60 menit 

stock barang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOP 
Persedia 

an 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
No. 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  
Ket  

Petugas 
 

PPK 
 

KPA Bendahara 

Pengeluaran 

 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

 
 
 

1 

Petugas 

menilai kondisi 

fisik sarana 

prasarana 

yang 

memerlukan 

     

 
Kondisi fisik 

barang 

 
 
 

3 hari 

 
Blangko 

pemeriksaan 

fisik yang 

telah terisi 

 

 
 

 
2 

Melakukan 

analisi 
perawatan 
sarpras 
berdasarkan 
ketersediaan 
dana dan skala 

 

 
 

T 

 
 
 
 
 

Y 

   
 

Blangko 

pemeriksaan 

fisik yang 

telah terisi 

 
 

 
120 menit 

 
Usulan 

kebutuhan 

perawatan 

sarana 

prasarana 

 

 

 
3 

Menyetujui 
usulan 
kebutuhan 
perawatan 
sarana 
prasarana 

    Usulan 

kebutuhan 

perawatan 

sarana 

prasarana 

 

 
15 menit 

Usulan 

kebutuhan 

perawatan 

sarana 

prasarana yang 

telah disetujui 

 

 
 
 

4 

 
Mencairkan 
dana kebutuhan 
perawatan 
sarana 
prasarana 

    
 

Usulan 

kebutuhan 

perawatan 

sarpras yang 

telah 

disetujui 

 
 
 

60 menit 

Dana 

perawatan 

sarana 

prasarana, 

Jadwal 

perawatan 

 

 
 

5 

 

Melaksanakan 
perawatan 
sarana 
prasarana 

    Dana 

perawatan 

sarana 

prasarana, 

Jadwal 

 
 

1 hari 

Laporan hasil 

perawatan 

sarpras, bukti- 

bukti 

perawatan 

 

 

 
 

6 

 
Mendokumenta 
sikan laporan 
perawatan 
sarana 
prasarana 

    Laporan hasil 

perawatan 

sarana 

prasarana, 

bukti-bukti 

perawatan 

 

 
 

60 menit 

 
Laporan 

perawatan 

sarana 

prasarana 

 

 
SOP 

Pengarsipan 
Dokumen 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 
 

SOP PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA 

 
Dasar Hukum : 
1.   Pasal  9 huruf  UU 17/2003 (Keuangan  Negara): 

Menteri/Pimpinan Lembaga  sebagai  Pengguna 
Anggaran/Pengguna  Barang mempunyai tugas 
mengelola  barang milik/kekayaan Negara yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang 
dipimpinnya. 

2.   Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan  Negara): 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

3.   PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah). 
4.   PP 6/2006 (Pengelolaan BMN). 
5.   PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi 

BMN). 
6.   PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN). 
7.   PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Pemerintah Pusat). 
8.   Per DJPB 51/PB/2008. 

 
Keterkaitan : 
1.   SOP Pemeliharaan 
2.   SOP Pengarsipan 
3.   SOP Laporan 

 
Peringatan : 
Apabila tidak segera dilakukan penghapusan maka biaya 
pemeliharaan barang bertambah sedangkan pemanfaat 
barang sudah tidak maksimal lagi. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Memahami aturan perundang-undangan tentang 

Pemeliharaan sarana prasarana. 
2.   Memahami tata cara Pemeliharaan sarana prasarana. 
3.   Berpengalaman dalam melakukan Pemeliharaan sarana 

prasarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer 
2.   Alat Tulis 
3.   Printer 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prioritas 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

 
SOP PENATAAN BUKU PERPUSTAKAAN 

 

 
Dasar Hukum : 
1.   Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan. 
2.   Undang-undang Nomor 4 tahun 1990, tentang Serah 

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 
3.   Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 

Tahun 2004, tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 

 
 

Keterkaitan : 
1.   SOP Buku Kendali 
2.   SOP Pengarsipan 

 

 
 
 

Peringatan : 
Apablia prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan yang 
distandarkan dapat menyebabkan keterlambatan pada 
Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelayanan. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Memahami aturan perundang-undangan tentang 

perpustakaan. 
2.   Memahami tata cara perpustakaan. 
3.   Berpengalaman dalam melakukan kegiatan 

perpustakaan. 
 

 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Buku Kendali Peminjaman 
2.   Map File Pengarsipan 
3.   Pena 
4.   Komputer 
5.   Kertas 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
1.   Mencatat buku kendali perpustakaan 
2.   Mengarsipkan 

 
 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

P E L A K S A N A MUTU BAKU  
Ket Petugas 

Perpustakaan 
Kasubbag 

TU&RT 
 
Pegawai 

 
Kelengkapan 

 
Waktu 

 
Output 

A Pengolahan Buku  
 
 

1 

 

 
Menginvantarisis Buku - 

buku yang di dapat 

    
Juknis 

Keperpustaka 

an 

 

 
Disesuai 

kan 

 
Buku - buku 

yang telah di 

kelompokan 

 

 
 

 
2 

 

 
 

Mengklasifikasikan 

Buku 

    

 
Buku - buku 

yang telah di 

kelompokan 

 
 

 
3 jam 

 
Buku - buku 

yang telah di 

klasifikasikan 

berdasarkan 

judul dan 

tema 

 

 

 
 
 

3 

 
 
 

Membuat katalog 

Buku 

    
Buku - buku 

yang telah di 

klasifikasikan 

berdasarkan 

judul dan 

tema 

 

 
 
 

3 jam 

 

 
 
 

Katalog buku 

 

 
 
 

4 

 

 
Membuat Label Pada 

Buku 

    
 
 

Katalog buku 

 
 
 
Kondisional 

 
 

Buku yang 

telah dibuat 

Labelnya 

 

 
 
 
5 

 

 
Menata Buku di Rak 

Buku 

    
 

Buku yang 

telah dibuat 

Label nya 

 
 
 

15 menit 

 
 

Laporan buku 

yang telah 

siap 

 

 

 
 
 

6 

 
 
 

Membuat laporan ke 

atasan 

    
 
 

Laporan buku 

yang telah 

siap 

 

 
 
 

15 menit 

 

 
 

Laporan buku 

diPerpustaka 

an 

 



 

 

P E L A K S A N A MUTU BAKU 
 

No. KEGIATAN 
 

Petugas 
Perpustakaan 

 
Kasubbag 

TU&RT Pegawai    Kelengkapan Waktu Output 

 

Keterangan 

 

B Peminjaman Buku 
 
 

1 
Permohonan 
Peminjaman Buku 

 
 

Mencatat dalam buku 

Syarat untuk 

meminjam 

buku 

Buku yang di 

pinjam dan 

 

Buku yang di 
15 menit 

pinjam 

 
buku siap di 

pinjamkan dan 

2 kendali peminjaman buku 
 
 
 
 

Menyerahkan Buku 
3 

yang akan dipinjam 

 
 
 
 

Menerima buku yang 
4 

akan dipinjam 

buku kendali 

peminjaman 

buku 

buku siap di 

pinjamkan 

dan telah di 

catat dalam 

buku kendali 

Buku yang 

dipinjam 

yang telah 

dibubuhi 

tanggal 

pengembalia 

30 menit 
 

 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
Kondisional 

telah di catat 

dalam buku 

kendali 

Buku yang 

dipinjam yang 

telah dibubuhi 

tanggal 

pengembalian 

 
Buku yang 

dipinjam dan 

akan 

dikembalikan 

 
 

5 Mengembalikan Buku 

yang dipinjam 

Buku yang 

dipinjam dan 

akan 

dikembalikan 

 
Buku siap 

15 menit 
dikembalikan 

 

 
 

6 Menerima Buku yang 

dikembalikan 

Buku siap 

dikembalikan 

Buku yang 
15 menit 

dikembalikan 

 
 
 
 

Mencatat dalam buku 

7 kendali peminjaman, 

buku yang telah 

dikembalikan 

 
 
Buku yang 

dikembalikan 

 
 
 
15 menit 

Buku yang 

dikembalikan 

dan dicatat 

dalam kendali 

buku 

peminjaman 
 

 
 
 

8 Membuat laporan 

perpustakaan 

Buku yang 

dikembalikan 

dan dicatat 

dalam 

kendali buku 

peminjaman 

 
 

Laporan 
15 menit 

Perpustakaan 

 

 
 

9 
Menerima laporan 

perpustakaan 

Laporan 

Perpustaka 

an 

 
Laporan 

15 menit 
Perpustakaan 



 

 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 
 

 

SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN 
 
 

Dasar Hukum : 
1.   Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
2.   Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 
3.   Peraturan Menteri PAN No.Per/20/M.Pan/04/2008 
4.   Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 
5.   Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 
6.   Peraturan Sekma RI No.002 Tahun 2012 
7.   Perma No.7 Tahun 2015 

 
Keterkaitan : 
SOP Penatausahaan Persediaan 

 

 
 
 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas 
Peradilan akan terhambat 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   S1 - Ekonomi 
2.   Diploma 
3.   SLTA 
 

 
 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer / Laptop 
2.   Printer 
3.   Buku Agenda Surat Masuk 
4.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
Dokumen Persediaan Barang ATK 

 
 
 
 
 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 
Petugas 

Persediaan 
Kasubbag 

TU&RT 
 

Sekretaris Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 

 
1 

Menginput data 

persediaan yang 
masuk 

    
- Nota Pembelian 

 
2 Jam 

 

Terdatanya informasi 
barang persediaan 

 

 
2 

Menginput data 
keluar/pemakaian 
barang 
persediaan 

   
 

- Nota Permintaan 
- Buku Pengambilan 

Barang 

 

 
2 Jam 

 

Tersimpannya 
informasi barang 
persediaan 

 

 
 

3 

Mengecek data 
pada aplikasi dan 
pada lemari 
penyimpanan 
persediaan harus 
sama 

   
 

 
 

- Aplikasi Persediaan 

 

 
 

1 Hari 

 
Terdapat kesesuaian 
antara data aplikasi 
dan barang dalam 
lemari ATK 

 
4 

Membuat Laporan 
Kondisi Barang 
Persediaan 

    
- Laporan Persediaan 

 
1 Hari 

 
Laporan Persediaan 

 

 
5 

Menerima dan 

Mengkoreksi 
laporan tentang 
aplikasi barang 

   
 

 
- Laporan Persediaan 

 

 
1 Jam 

 
Tersedianya laporan 

persediaan 

 

 
 
 

6 

Meneliti, 
menyetujui 
laporan 

persediaan dan 
memutuskan 

untuk pengadaan 
barang yang telah 

habis 

   
 

 
 
 

- Laporan Persediaan 

 

 
 
 

1 Jam 

 
 
 

Tersedianya laporan 
persediaan 

 

 
 

7 

Menindak lanjuti 

instruksi/keputusa 
n untuk 
pengadaan 
barang 
persediaan 

   
 

 
 

- Laporan Persediaan 

 

 
 

1 Hari 

 
 

Tersedianya laporan 
persediaan 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

 
SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 

 
 

Dasar Hukum : 
1.   SEMA No.5 Tahun 1996 
2.   Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006 
3.   Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012 

 

 
 

Keterkaitan : 
SOP Bidang Keuangan 

 

 
 
 
 

Peringatan : 
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. 
Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan 
peradilan 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   S1 - Teknik Sipil 
2.   S1 - Ekonomi 
3.   Diploma III 
4.   SLTA 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer / Laptop 
2.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
3.   Alat Transportasi 
 

 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
1.   Buku Kegiatan 
2.   Buku Kontrol 
3.   Kartu Kendali 

 
 
 
 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 
Bendahara 

Pengeluaran 
 

PPK Kasubbag 
TU&RT 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 

 
 

1 
Membuat rencana 
kegiatan 
pemeliharaan 
kendaraan 

   - Program Kerja 
- RAB 

- RKA – KL 
- ATK 

 
 

30 Menit 

 
Dibuatkannya 
Rencana Kegiatan 

 

 
2 

 

Mempelajari dan 
menyetujui sarana 
pemeliharaan 

    
- RKA - KL 
- Usulan 

 

 
1 Jam 

 

Ditandatanganinya 
rencana 
pemeliharaan 

 

 
3 

 

Melaksanakan 
rencana 
pemeliharaan 

    
- Usulan 
- Kendaraan Dinas 

 

 
15 Menit 

 

Dilakukannya 
pemeliharaan 
kendaraan 

 

 
4 

 
Melakukan 

pembayaran 

    
- Uang 
- Nota 

  

Dibukukan dan 
dibuatkan bukti 
pengeluaran 

 

 
5 

 
Mengarsipkan 
dokumen kwitansi 
+ pajak 

    

 
- Kwitansi 

 

 
10 Menit 

Ditempatkannya 

Dokumen 
pemeliharaan 

pada arsip 
keuangan 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 
 

SOP PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN HALAMAN 
 
 

Dasar Hukum : 
1.   SEMA No.5 Tahun 1996 
2.   Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006 
3.   Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012 

 

 
 
 

Keterkaitan : 
SOP Bidang Keuangan 

 

 
 
 

Peringatan : 
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. 
Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuan 
peradilan 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   S1 - Teknik Sipil 
2.   S1 - Ekonomi 
3.   Diploma III 
4.   SLTA 
 

 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer / Laptop 
2.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
3.   Alat Transportasi 
 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
1.   Buku Kegiatan 
2.   Buku Kontrol 
3.   Kartu Kendali 

 
 
 
 
 

 
 

No. 
 

KEGIATAN 
PELAKSANA MUTU BAKU 

 

KPA 
 

PPK Kasubbag 
TU&RT 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 

 
 
 

1 

 
Membuat rencana 
kegiatan 
pemeliharaan 

bangunan dan 
halaman 

   
 

- Program Kerja 
- RAB 
- RKA - KL 

- Dokumen Kontrak 
- BA, Pelelangan 
- ATK 

 
 
 

30 Menit 

 

 
 

Dibuatkannya 
Rencana Kegiatan 

 
2 Menerima 

rencana kegiatan 
   - RAB 

- RKA - KL 
 

1 Jam Disetujui tidaknya 

rencana kegiatan 

 
3 

Menunjuk pihak 
ke-III sebagai 
mitra 

   - RAB 
- RKA - KL 

- Dokumen Kontrak 

 
15 Menit 

 
Dibuatkannya kontrak 

 

 
4 

 

Mengawasi 
pelaksanaan 

kegiatan 

    
- RAB 
- RKA - KL 

  
Dibuatkannya laporan 
hasil pengawasan 

 
 

5 

 

Menerima 
pekerjaan dan 
melakukan 
pembayaran 

    
- RAB 
- RKA - KL 

- Kwitansi 

 
 

10 Menit 

 
Dibuatkannya bukti 
pembayaran dan 

penerimaan pekerjaan 

 

 
 

6 

 

Menerima dan 
mengarsipkan 
dokumen 

pelaksanaan 
kegiatan 

    

 
 

- Laporan 

 

 
 

10 Menit 

 
 

Ditempatkannya 
dokumen pada arsip 

 
 
 

\ 



 

 

  

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 
 

SOP PENGELOLAAN TENAGA SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR 

 
Dasar Hukum : 
1.   Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
2.   Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 
3.   Peraturan Menteri PAN No.Per/20/M.Pan/04/2008 
4.   Keputusan KMA RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 
5.   Keputusan KMA RI No.145/KMA/SK/VIII/2007 
6.   Peraturan Sekma RI No.002 Tahun 2012 
7.   Perma No.7 Tahun 2015 

 
Keterkaitan : 
SOP Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah 
Tangga 

 
 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas 
menjadi tidak nyaman. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   S1 - Ekonomi 
2.   Diploma 
3.   SLTA 
 

 
 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer / Laptop 
2.   Printer 
3.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
Dokumen Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan 
Rumah Tangga 

 

PELAKSANA MUTU BAKU 
No. KEGIATAN Staf 

TU & RT 
Kasubbag 

TU&RT 
Sekretaris KPT

 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 
Waktu Output

 
 

Menginventarisir 
jumlah tenaga 
honorer untuk 

1 kebersihan 
kantor dan 

pengamanan 
kantor 

 
 
 
- Kontrak Kerja 
- SK Honor 

 

 
 
 
1 Hari 

 
 
Terdatanya 
tenaga honorer 
dan kelengkapan 
administrasinya 

 

Menyusun 

pembagian tugas 
2 kepada masing- 

masing tenaga 

honorer 

 
Mengetik 

3 pembagian tugas 

tenaga honorer 

 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
- SK Honor 
 
 
- Komputer/Laptop 

- Printer 
- Draf pembagian 

tugas 

 
 
1 Hari 
 
 
 

 
2 Jam 

 
Terdatanya tugas 
setiap tenaga 
honorer 

 

 
Tersedianya draf 
pembagian tugas 

tenaga honorer 

 
 

 
Mengkoreksi 

4 pembagian yang 
telah disusun 

 
 
 

Menandatangani 

5 
daftar 
pembagian tugas 
tenaga honorer 

 
Menginformasika 
n pembagian 

6 
tugas kepada 
tenaga honorer 

 
Mengawasi 

kegiatan petugas 

Satpam dan 
7 

petugas 

Kebersihan 

Kantor 

- Draf pembagian 

tugas 
- Kontrak Kerja 
- SK Honor 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

 

- Draf pembagian 
tugas 

- Kontrak Kerja 
- SK Honor 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
 

- Draf pembagian 
tugas 

- Kontrak Kerja 
- SK Honor 
 
 
- Program Kerja 
- RKA - KL 
- SK Honorer 

- ATK 

 

 
 
2 Jam 
 

 
 
 
 
 
1 Hari 
 

 
 
 
 
1 Hari 

 
Terselesaikannya 
draf pembagian 
tugas tenaga 
honorer 

 
 
 
Disetujuinya 
pembagian tugas 

tenaga honorer 
 

 
Diketahui dan 
dipahaminya 
pemabgian tugas 
oleh setiap tenaga 
honorer 
 
 
 
Evaluasi 

 

Hasil 
pengawasan 

8 
tersebut 
dilaporkan 
kepada 
Sekretaris 

 
 
 
- Laporan Laporan 



 

 

  

 

 
 
 

 
9 

 

Sekretaris 
melaporkan 
kepada KPT 
untuk dapat 
tidaknya 
diterbitkan SK 
pengangkatan 
tahun berikutnya 
dalam DIPA 

   
 

 
 
 

T 

 
 
 

 
- Usulan Laporan 

  
 
 

 
SK Honorer 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

10 

 
Hasil Evaluasi 
dilaporkan 

kepada 
Sekretaris 

    

 
 

Y 

 

 
 

- Laporan 

  

 
 

Dokumen 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 
 

SOP PENGAWASAN PETUGAS CLEANING SERVICE / KEAMANAN / SOPIR / TUKANG KEBUN 
 

 
Dasar Hukum : 
1.   SEMA No.5 Tahun 1996 
2.   Per. Men. Pan No. Per/20/M.Pan/04/2006 
3.   Per. Sek. MA Tgl.24 Mei 2012 No.002 Tahun 2012 

 
 

Keterkaitan : 
SOP Kerja Tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah 
Tangga 

 

 
 

Peringatan : 
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. 
Kelalaian menerapkannya akan menghambat pembaharuan 
peradilan. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   Diploma III 
2.   SLTA 
 

 
 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Komputer / Laptop 
2.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
3.   Alat Transportasi 
 
 
Pencatatan dan Pendataan : 
1.   Buku Kegiatan 
2.   Buku Kontrol 
3.   Kartu Kendali 

 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 
 

KPT 
 

Sekretaris Kasubbag 
TU&RT 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 

 
 
 

1 

 
Mengawasi 
kegiatan petugas 
Cleaning 
Service/Keamanan/ 
Supir 

   
 

 
- Program Kerja 
- RKA - KL 
- SK Honorer 

- ATK 

  
 
 

Evaluasi 

 
 

2 

 
Hasil Pengawasan 

tersebut dilaporkan 
kepada Sekretaris 

    
 

- Laporan 

  
 

Laporan 

 
 

 
3 

Sekretaris 

melaporkan kepada 
KPT, untuk dapat 
tidaknya diterbitkan 

SK pengangkatan 
tahun berikutnya 
dalam DIPA 

    
 
 

- Usulan 
- Laporan 

  
 

 
SK Honorer 

 

 
4 

 

Hasil Evaluasi 
dilaporkan kepada 
Sekretaris 

    

 
- Laporan 

  

 
Dokumen 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

SOP PENGELOLAAN TATA KEARSIPAN 
 

 
Dasar Hukum : 
- KMA No.137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas 

keputusan Ketua MA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 
- Peraturan Sekretaris MA RI No.002 Tahun 2012 tentang 

Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan 
dibawahnya 

 
 

Keterkaitan : 
SOP Penatausahaan Persuratan 

 

 
 

Peringatan : 
Penerapan SOP ini adalah upaya pembaharuan peradilan. 
Kelalaian menerapkannya akan menghambat pembaharuan 
peradilan. 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.   DIII/S1 Teknik Informatika/Komputer 
2.   SLTA 
 
 
 
 
 

 
Peralatan / Perlengkapan : 
1.   Surat 
2.   Alat Tulis Kantor (ATK) 
3.   Tempat Arsip 
 
Pencatatan dan Pendataan : 

 
 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 
Petugas 

Arsip 
Kasubbag 

TU &RT 
 

Sekretaris Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 
 
 

1 
Menerima surat / 

dokumen dari 
bagian-bagian yang 
akan diarsipkan 

    
 

- Dokumen/Surat 

 
 

1 Jam 

 
Tersimpannya 

dokumen ke dalam 
tempat arsip 

 

 
 

2 

Memasukan dan 

menyusun setiap 
surat/dokumen 
sesuai dengan 
kode berkas ke 
dalam box arsip 

    

 
 

- Dokumen/Surat 

 

 
 

10 Menit 

 

 
Tersimpannya 
dokumen ke dalam 
tempat arsip 

 
 

 
3 

Memelihara surat- 

surat di dalam 
tempat arsip 
supaya bila 

dibutuhkan kembali 
dengan mudah 
ditemukan 

    
 
 

- Obat Anti Hama 
- Dokumen 

 

 
Sepanja 

ng 
Waktu 

 
 
 

Terawatnya 
dokumen/arsip 

 
 

 
4 

Menata kembali 

arsip surat setiap 
akhir tahun dan 
menyediakan box 
arsip untuk tempat 
arsip surat tahun 
berjalan 

    
 
 

- Box File (Odner) 

Baru 

 
 

 
5 Hari 

 
 
 

Tertatanya arsip dan 

mudah dicari 

 
5 

 
Menyeleksi arsip 
aktif 

   
T 

 
- Arsip 

 
2 Hari 

 
Terseleksinya arsip 
aktif 

 

 
6 

 

Membuat laporan 
keadaan arsip 

kepada pimpinan 

    

- Komputer/Laptop 

- Printer 
- Arsip 

 

 
1 Hari 

 

Dibuatkannya laporan 
mengenai keadaan 

arsip 

 
7 

 
Mengecek laporan 
kearsipan 

    
- Laporan Arsip 
- Arsip 

 
1 Hari 

Laporan yang akurat 
mengenai keadaan 

arsip 
 

 
8 

Memusnahkan 
arsip yang tidak 

diperlukan dengan 
acuan peraturan 
yang berlaku 

   

 
Y 

 

 
- Dokumen/Arsip 

 

 
5 Hari 

 
 

Seluruh 

dokumen/arsip 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

6

7

8

9

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

SOP PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU 
 

 
Dasar Hukum : 
- Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 

143/KMA/SK/VIII/2007 
- Peraturan Sekretaris MA RI No.002 Tahun 2012 tentang 

Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan 
dibawahnya 

 
 

Keterkaitan : 

Peringatan : 

Kualifikasi Pelaksana : 
- Strata 1 
- Diploma 3 
- SLTA 

 

 
 
 
Peralatan / Perlengkapan : 

- Kendaraan 
- Komputer 
- Tempat/Ruangan 
- Sopir 

 
Pencatatan dan Pendataan : 
KaSubBag Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
 
 
 

PELAKSANA MUTU BAKU 
No. KEGIATAN 

 
Membuat draft 

Kasubbag 
TU &RT 

Petugas 

Protokoler 
Pengemudi

 
Persyaratan/ 

Perlengkapan 
Waktu Output

 
 

Jadwal Kedatangan 

1 
jadwal kedatangan 
dan jadwal acara 
tamu 

Memerintahkan 
2 petugas protokoler 

dan pengemudi 

Mempersiapkan 

Computer, Jadwal 

acara 
1 Jam

 

 
 
Computer, Jadwal 

1 Jam 
acara 

dan Jadwal acara 
tamu 

 
Draft jadwal dan 

petugas 

3 kendaraan untuk 

penjemputan 

Mempersiapkan 

4 
tempat untuk 
menerima tamu di 
kantor 

Menyambut/ 
5 Menjemput tamu 

dibandara 

Kendaraan 30 Menit Kendaraan 
 

 
 
Ruangan 1 Jam Tempat acara 
 

 
Kendaraan 2 Jam 

Pelayanan tamu 

kantor 

Mengantarkan tamu 

sesuai kebutuhan 
Kendaraan 1 Hari

 
 

Menerima tamu di 

kantor 
Ruangan 2 Jam

 
 

Menyediakan 

jamuan untuk tamu 
Snack/Makanan 1 Jam

 
 

Mengantarkan tamu 

pulang ke bandara 
Kendaraan 2 Jam

 

Pelayanan tamu 
kantor 
 

Pelayanan tamu 

kantor 
 
Pelayanan tamu 
kantor 
 
Pelayanan tamu 

kantor 



 

 

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 

 

 
PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 
 

JL. PEMBANGUNAN NO. 21 BENGKULU 

 

SOP KEGIATAN RAPAT 
 

 
Dasar Hukum : 
- Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 

143/KMA/SK/VIII/2007 
- Peraturan Sekretaris MA RI No.002 Tahun 2012 tentang 

Pedoman SOP di lingkungan MA RI dan Badan Perdilan 
dibawahnya 

 
 

Keterkaitan : 

Peringatan : 

Kualifikasi Pelaksana : 
- Strata 1 
- Diploma 3 
- SLTA 

 

 
 
Peralatan / Perlengkapan : 

- Laptop 
- Tempat Infokus 
- Buku Agenda Rapat 
- Kertas HVS 
- Alat Tulis Kantor 

 
Pencatatan dan Pendataan : 
KaSubBag Tata Usaha dan Rumah Tangga 

 
 
 
 

 
No. 

 
KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 
 

Sekretaris Kasubbag 
TU &RT 

Staff 
TU & RT 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

 

Waktu 
 

Output 

 
1 

 

Membuat Jadwal 
Acara Rapat 

    

Komputer, Jadwal 
Acara Rapat 

 
30 Menit 

 
Agenda Rapat 

 

 
2 

Memerintahkan 

petugas-petugas 
untuk menata 
ruangan rapat 

   
 

 
Draft acara rapat 

 

 
10 Menit 

 

 
Draft pembagian tugas 

 
3 

 

Mempersiapkan 
ruangan rapat 

   Ruangan, Sound, 

computer, 
multimedia 

 
30 Menit 

 
Ruangan rapat 

 
4 

Mempersiapkan 
kebutuhan 
konsumsi rapat 

    
Snack/Makanan 

 
45 Menit 

 
Jamuan rapat 

 
5 

 

Membersihkan 

ruangan rapat 
    

Ruangan 
 

40 menit 
 

Ruangan bersih 

kembali 
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SOP INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING PEGAWAI) 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

Keterkaitan : 
1.    SOP Daftar Unit Senioritas (DUS) Hakim 
2.    SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 
3.    SOP Mutasi Hakim Dan PNS 
4.    SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak 
tersedia. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawaian 
dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Periengkapan 

Waktu Output 

1 

Menginventari 
sasi daftar 
jumlah pegawai 
tiap triwulan 

     

- Daftar 
Bezetting 
Pegawai 

1 hari 
Terdatanya jumlah 
pegawai 

2 
Membuat draf 
Surat 
pengantar 

     

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 Jam 
Tersedianya draf 
surat pengantar 

3 

Mengetik 
bezetting dan 
draf surat 
pengantar 

 
 
 
        

 
 
 
      T 

 
 
 
     T 

  
- Komputer/ 

Laptop 
- Printer 
- Draf Surat 

1 Jam 

Terselesaikannya 
konsep bezetting 
dan surat 
pengantar 

4 

Koreksi 
bezetting 
dan paraf 
surat 
pengantar 

  
 
 Y 

  
 
      Y 

 
- Daftar 

Bezetting 
Pegawai 

- Draf surat 
pengantar 

1 hari 

Disetujuinya 
konsep bezetting 
dan surat 
pengantar 

5 

Menanda 
tangani 
Daftar 
Bezetting 
dan surat 
pengantar 

     
- Daftar 

Bezetting 
Pegawai 

- Draf surat 
pengantar 

1 Jam 
Terselesaikannya 
bezetting dan 
surat pengantar 

6 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak 
dan 
menyerahkan 
ke bagian 
umum 

     

- Daftar 
Bezetting 
Pegawai 

- Surat 
Pengantar 

1 Jam 
Laporan Bezetting 
Pegawai slap 
dikirim 

7 
Mengarsipkan file 
besetting PT 
Bengkulu 

     

- Daftar 
Bezetting 
Pegawai 

30 
Menit 

Tersedianya arsip 
bezetting 



 
 

 
  

SOP DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS)  HAKIM 
 

 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

Keterkaitan : 
1.    SOP Bezetting Pegawai 
2.    SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 
3.    SOP Mutasi Hakim Dan PNS 
4.    SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi DUS Hakim  tidak 
tersedia. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencanaan dan 

Kepegawaian 
Sekretaris 

Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Periengkapan 

Waktu Output 

1 

Menginventari sasi 
daftar jumlah 
hakim pada akhir 
tahun 

 
 

    - Daftar 
Senioritas 
Hakim 

- Alat Tulis 
Kantor (ATK) 

1 
hari 

Terdatanya 
daftar unit 
senioritas 

2 

Membuat 
konsep DUS PT 
Mataram dan 
surat 
pengantar 

  
 
 

   - Daftar Urut 
Senioritas 
Hakim 

- Alat Tulis 
Kantor (ATK) 

1 
Jam 

Tersedianya 
draf DUS 
dan draf 
surat 
pengantar 

3 
Pengetikan DUS 
dan draf surat 
pengantar 

  
 
 
 
      T 

 
 
 
 
    T 

  - Daftar     Urut 
Senioritas 
Hakim 

- Komputer/ 
Laptop 

- Printer 

1 
Jam 

Terselesaikannya 
konsep DUS dan 
draf surat 
pengantar 

4 
Koreksi DUS dan 
draf surat 
pengantar 

  
 
  

Y 

 
 
  Y 

 - Daftar Urut 
Senioritas 
Hakim 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 
hari 

Dlsetujuiny
a konsep 
DUS dan draf 
surat 
pengantar 

5 

Menanda 
tangani DUS dan 
surat 
pengantar 
 
 
 

     - Daftar Urut 
Senioritas 
Hakim 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 
Jam 

Terselesaikann
ya DUS dan 
surat 
pengantar 

6 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak 
dan 
menyerahkan 
ke bagian 
umum 

     - Daftar Urut 
Senioritas 
Hakim  

- Buku agenda 
surat keluar 

- Surat 
pengantar 

- AlatTulis 
Kantor 
(ATK) 

1 
Jam 

Laporan DUS 
siap dikirim 

7 
Mengarsipkan file 
DUS PT 

     - DUS Hakim 
- Surat 30 

menit 

Tersedianya 
arsip DUS 
Hakim 
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SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN  (DUK)  PNS 
 
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 
 
 
 
 

 
 

Keterkaitan : 
1.    SOP Bezetting Pegawai 
2.    SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 
3.    SOP Mutasi Hakim Dan PNS 
4.    SOP Usul Pensiun Hakim dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi DUK PNS tidak 
tersedia. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawaian 
dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Menginventarisasi 
daftar unit 
kepangkatan pada 
akhir tahun 

 
 

    

- Daftar Urut 
Kepangkatan 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 hari 
Terdatanya 
informasi 
DUK 

2 

Membuat 
konsep DUK 
PNSPT Kupang 
dan draf surat 
pengantar 

  
 
 

   

- Daftar Urut 
Kepangkatan 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
draf DUK dan 
draf surat 
pengantar 

3 

Mengetik DUK dan 
drafsurat 
pengantar yang 
telah di konsep 

  
 
 
 
      T 
 

 
 
 
 
   T 

  
- Daftar Urut 

Kepangkatan 
- Komputer/ 

Laptop 
- Printer 

1 Jam 

Terselesaikan 
nya konsep 
DUK dan draf 
surat 
pengantar 

4 
Koreksi DUK dan 
draf surat 
pengantar 

  

 

 
 
     Y 

 - Daftar Urut 
Kepangkatan 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 hari 

Disetujuinya 
konsep DUK 
dan draf surat 
pengantar 

5 
Menanda tangani 
DUK dandrafsurat 
pengantar 

     - Daftar Unit 
Kepangkatan 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 Jam 

Terselesaikan 
nya DUK dan 
surat 
pengantar 

6 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak dan 
menyerahkan ke 
bagian Tata 
Usaha & RT 

     - Daftar Urut 
Kepangkatan 

- Buku agenda 
surat keluar 

- Surat 
pengantar 

- AlatTulis 
Kantor (ATK) 

1 Jam 
Laporan DUK 
siap dikirim 

7 
Mengarsipkan file 
DUK PNS PT 
Bengkulu 

     
- Daftar Urut 

Kepangkatan 
- Surat 

Pengantar 

30 
menit 

Tersedianya 
arsip DUK 
Hakim 
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SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU BIDANG KEPEGAWAIAN 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 
 
 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Mutasi Hakim Dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak 
tersedia. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kasub 
Kepegawaian dan  IT 

Staf Sekretaris Ketua 
Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Membuat 
konsep surat 
keputusan 
kepegawaian 

    

- Alat Tulis 
Kantor (ATK) 

1 hari 

Tersedian
ya konsep 
SK 
Kepegaw
aian 

2 

Mengetik 
konsep Surat 
Keputusan 
kepegawaian 

 
 
T  
 

  
 
 
         T 

 
 
 

- Konsep SK  
- Komputer/ 

Laptop 
1 hari 

Tersedianya draf 
SK Kepegawaian 

3 

Koreksi dan paraf 
draf Surat 
Keputusan 
kepegawaian 

  
    Y 

  
    Y - Konsep SK 

- AlatTulis  
Kantor(ATK) 

1 hari 
Diparafnya draf SK 
Kepegawaian 

4 
Menandatangani 
Surat Keputusan 
kepegawaian 

    
- DrafSK 
- AlatTulis 

Kantor(ATK) 
1 hari 

Terselesaikannya 
SK Kepegawaian 

5 

Memberi nomor 
SKdan penyerahan 
kepada yang 
berkepentingan 

    

- SK kepegawaian 
- Buku ekspedisi 
- Buku agenda 

surat 

1 Jam 
SK  KPT 
Mataram siap 
didistribusi 

6 

Mengarsipkan file 
Surat Keputusan 
kepegawaian 
dalam box file 

    

- SK KPT 
Mataram 

- Box file 
1 Jam 

Arsip SK KPT 
Mataram 
tersedia pada 
unit 
pengelolah 

  

PENGADILAN TINGGI 
BENGKULU 

 

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu  

 Nomor SOP W8 -U /  / S-01 / X / 2016  
 Tanggal Pembuatan  02 Juni 2014 
 Tanggal Revisi 18 Oktober 2016 
 Tanggal Efektif 01 November 2016 
 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 



 
 

 
  

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PENGADILAN TINGGI BENGKULU 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP DUK Hakim Dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan pangkat 
PNS akan terlambat. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencana

an dan 
Kepegawai

an 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Menyiapkan 
bahan usul 
kenaikan 
pangkat PNS dan 
Hakim 

     

- Bahan usul 
kenaikan pangkat 

1 hari 

Tersedianya 
bahan usul 
kenaikan 
pangkat 

2 

Membuat konsep 
surat usulan 
kenaikan 
pengkat 

     
- Bahan usulan 

kenaikan pangkat 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
konsep 
usulan 
kenaikan 
pangkat 

3 

Mengetik 
konsep 
usulan 
kenaikan 
pangkat 

  
 
 
      
       T 

 
 
 
 
       T 

 
 
 
 
        T 

 

- Konsep surat 
usulan 

- Komputer/ Laptop 
1 Jam 

Tersedianya 
draf usulan 
kenaikan 
pangkat 

4 

Koreksi usulan 
kenaikan 
pangkat dan 
paraf surat 
pengantar 

  

Y 

 
 
Y 

 
 
    Y 

- Surat usulan 
kenaikan pangkat 

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 

Diparafnya 
draf usulan 
kenaikan 
pangkat 

5 

Menanda tangani 
Daftar usulan 
kenaikan 
pangkat 

     
- Surat usulan 

kenaikan pangkat 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
surat usulan 
kenaikan 
pangkat 

6 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak 
dan 
menyerahkan 
ke bagian 
umum 

     
- Surat usulan 

kenaikan 
pangkat 

- AlatTulis 
Kantor(ATK) 

- Buku agenda 
surat keluar 

1 Jam 

Surat usulan 
kenaikan 
pangkat slap 
untuk 
dikirimkan 

7 

Mengarsipkan file 
daftar usulan 
kenaikan 
pangkat PT 
Bengkulu 

     

- Surat usulan 
kenaikan pangkat 

- Box file 
1 Jam 

Arsip surat 
usulan kenaikan 
pangkat 
tersimpan pada 
unit 
pengelola 
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SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PENGADILAN NEGERI OLEH PENGADILAN TINGGI BENGKULU 
 

 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Mutasi Hakim Dan PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan informasi data kepegawaian tidak 
tersedia. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawaian 
dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Menerima 
usulan kenaikan 
pangkat PNS dan 
Hakim dari 
Pengadilan 
Negeri 

     - Buku agenda 
penerimaan 

- Dokumen 
usulan 
kenaikan 
pangkat 

1 Jam 

Tersedianya 
usulan kenaikan 
pangkat dari 
satker 

2 

Meneliti bahan 
usul kenaikan 
pangkat PNS dan 
Hakim Yang 
diterima 

     

- Bahan - bahan 
usul kenaikan 
pangkat 

1 hari 

Terdatanya 
keiayakan usulan 
kenaikan pangkat 
dari satker 

3 

Membuat konsep 
surat usulan 
kenaikan 
pangkat 

     - Alat Tulis 
Kantor (ATK) 

- Dokumen 
usulan 

kenaikan 
pangkat 

1 Jam 

Tersedianya 
konsep usulan 
kenaikan pangkat 
dari satker 

4 

Mengetik 
konsep 
usulan 
kenaikan 
pangkat 

  
 
 
 
       T 

 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
        T 

 
- Konsep surat 

usulan  
- Komputer/ 

Laptop 

1 Jam 

Tersedianya draf 
usulan kenaikan 
pangkat dari 
satker 

5 

Koreksi draf 
usulan 
kenaikan 
pangkat dan draf 
surat 
pengantar 

  

Y 

 
 
Y 

 
 
    Y 

- Surat usulan 
kenaikan 
pangkat 

- Alat Tulis 
Kantor(ATK) 

1 hari 

Diparafnya surat 
usulan kenaikan 
pangkat dari 
satker 

6 

Menanda tangani 
daftar usulan 
kenaikan 
pangkat 

     - Surat usulan 
kenaikan 
pangkat 

- Alat Tulis 
Kantor(ATK) 

- Dokumen 
usulan 

1 Jam 

Terselesaikannya 
surat usulan 
kenaikan pangkat 
dari satker 

7 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak 
dan menyerahkan 
ke bagian 
umum 

     - Surat usulan 
kenaikan 
pangkat 

- Buku agenda 
surat keluar 

- AlatTulis 
Kantor(ATK) 

1 Jam 

Surat usulan 
kenaikan 
pangkat telah 
siap untuk 
dikirm 

8 

Mengarsipkan 
file daftar 
usulan 
kenaikan 
pangkat PT 
Bengkulu 

     

- Surat usulan 
kenaikan 
pangkat  

- Box file 

1 Jam 

Arsip surat 
usulan kenaikan 
pangkat 
tersimpan pada 
unit pengelolah 
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SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA 
 

 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan kenaikan Gaji 
berkala PNS akan terlambat. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktviitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencana

an dan 
Kepegawai

an 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Inventarisasi PNS 
dan Hakim yang 
akan naik gaji 
berkala 

     
- Bahan - bahan usul 

kenaikan gaji 
berkala 

1 hari 

Tersedianya 
bahan usul 
kenaikan gaji 
berkala 

2 

Membuat konsep 
surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

     
- Konsep surat 

usulan kenaikan 
gaji berkala  

- AlatTulls Kantor 
(ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
konsep 
usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

3 

Mengetik 
konsep usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

     
- Konsep surat 

usulan kenaikan 
gaji berkala  

- Komputer/ Laptop 

1 Jam 

Tersedianya 
draf usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

4 

Koreksi draf 
usulan kenaikan 
gaji berkala dan  
memberi paraf 
surat pengantar 

  

 

  
- Surat usulan 

kenaikan gaji 
berkala 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 
Diparafnya draf 
usulan kenaikan 
pangkat 

5 

Menanda 
tangani usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

     - Surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

- AlatTulls Kantor 
(ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

6 

Memberi 
nomor surat, 
mengepak dan 
menyerahkan 
ke bagian Tata 
Usaha & RT 

     

- Surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala  

- Alat Tulis Kantor 
(ATK)  

- Buku agenda surat 
keluar 

1 Jam 

Surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala siap 
untuk 
dikirimkan 

7 
Mengarsipkan file 
daftar usulan 
kenaikan gaji 

     

- Surat usulan 
kenaikan gaji 
berkala 

- Box file 

1 Jam 

Arsip surat 
usulan 
kenaikan gaji 
berkala 
tersimpan pada 
unit 
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SOP PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PNS 
 

 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP DUS  Hakim 
3.    SOP  Bezetting  PNS 
4.    SOP  DUK  PNS 
5.    SOP Pembuatan SK  Ketua PENGADILAN TINGGI 

BENGKULU 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat kekurangan 
dokumen kepegawaian bagi Hakim dan PNS. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawaian dan IT 
Ketua 

Persyaratan / 
Periengkapan 

Waktu Output 

1 
Menerima dan mencatat 
SK mutasi Hakim / PNS 
yang diterbitkan 

   
- SK Mutasi 
- Agenda surat 

masuk 
1 Jam 

Diterima dan 
dicatatnya 
penerbitan SK 
Hakim dan PNS 

2 
Menelitti SK mutasi Hakim 
/ PNS yang mutasi 

   

- SK Mutasi 
2 

Jam 

Terdatanya data 
kepegawaian 
pada SK 
Hakim/PNS 

3 
Mempersiapkan 
kelengkapan bahan 
pelantikan 

  
 
 

 - SK Mutasi 
- Ruangan 

Pelantikan 
1 hari 

Disiapkannya 
kelengkapan 
pelantikan 

4 
Melantik dan mengambil 
sumpah Hakim/PNS 

   - SKMutasi 
- Ruangan 

Pelantikan 
1 hari 

Dilakukannya 
kegiatan 
pelantikan 

5 

Membuat konsep 
SPMT, menduduki 
jabatan dan 
pelantikan 

   
- SK Mutasi 
- AlatTulis  Kantor 

(ATK) 
1 hari 

Tersedianya 
konsep 
administrasi 
pelantikan 

6 

Mengetik konsep 
SPMT, menduduki 
jabatan dan 
pelantikan 

  
 
 
 
 
     T 

 

- SK Mutasi, konsep 
SPMT, Menduduki 
Jabatan dan 
Pelantikan 

- Komputer/ Laptop 
- Printer 

2 
Jam 

Tersedianya draf 
administrasi 
pelantikan 

7 
Koreksi draf SPMT, 
menduduki jabatan dan 
pelantikan 

  
  Y
  

 
- SPMT. Menduduki 

Jabatan dan 
Pelantikan 

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 
Diparafnya draf 
administrasi 
pelantikan 

8 
Menandatangani draf SPMT, 
menduduki jabatan dan 
pelantikan 

   

- SPMT. Menduduki 
Jabatan dan 
Pelantikan 

1 Jam 

Terselesaikanny
a 
administrasi 
pelantikan 

9 

Memberi nomor surat, 
mengepak dan 
menyerahkan ke bagian 
Tata Usaha & RT dan yang 
berkepentingan 

   
- SPMT Menduduki 

Jabatan dan 
Pelantikan 

- Buku Agenda 
Surat Keluar  

1 Jam 

SPMT 
Menduduki 
Jabatan dan 
Pelantikan 
siap untuk 
dikirimkan 
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10 
Mengarsipkan file 
pelantikan PT BENGKULU 

   - SPMT Menduduki 
Jabatan dan 
Pelantikan 

- Box file 1 Jam 

Arsip SPMT 
Menduduki 
Jabatan dan 
Pelantikan 
tersimpan 
pada unit 



 
 

 
  

SOP USULAN  PROMOSI  JABATAN 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP DUS  Hakim 
3.    SOP  Bezetting  PNS 
4.    SOP  DUK  PNS 
5.    SOP Pembuatan SK  Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

  

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat jabatan 
lowong atau tidak terisi. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Kasubbag 
Kepegawai

an & IT 
Staf Tim 

Baperjakat Sekretaris Ketua 
Persyaratan / 
Periengkapan 

Waktu Output 

1 
Membuat konsep 
usulan promosi 
jabatan 

     

- Dokumen usulan 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
1 Jam 

Tersedianya 
konsep usulan 
promosi jabatan 

2 

Mengetik draf 
usulan jabatan 
yang akan dibahas 
Baperjakat 

 
 
 
 
             T 

    
- Konsep usulan 

promosi jabatan 
- Komputer/ Laptop 
- Printer 

1 Jam 

Tersedianya draf 
usulan 
promosi 
jabatan 

3 
Mengoreksi 
draf usulan 
jabatan 

     
- Konsep usulan 

promosi jabatan 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 

1 hari 

Diparafnya draf 
usulan 
promosi 
jabatan 

4 

Membuat 
persiapan 
bahan 
baperjakat 

 
            Y 

    - Konsep usulan 
promosi jabatan 

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 
Tersedianya 
bahan dan data 
baperjakat 

5 

Menentukan 
waktu 
pelaksanaan 
rapat 
Baperjakat 

     

- Konsep usulan 
promosi jabatan 

1 hari 
Terjadwalnya 
pelaksanaan 
baperjakat 

6 

Rapat 
Baperjakat terkait 
usulan promosi / 
Mutasi Jabatan 

     

- Draf usulan 
Baperjakat 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 
Dilaksanakannya 
rapat baperjakat 

7 

Membuat konsep 
usulan jabatan yang 
disetujuui 
Baperjakat dan 
konsep 

     

- Draf usulan 
Baperjakat 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 Jam 
Tersedianya 
konsep hasll 
baperjakat 
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8 

Mengetik draf 
usulan promosi 
Jabatan dan draf 
surat pengantar 

 
 
 
 
 
 T 

    

- Draf usulan 
Baperjakat 

- Komputer/ 
Laptop 
- Printer 

1 Jam 
Tersedianya 
draf hasil 
baperjakat 

9 

Koreksi draf usulan 
promosi jabatan 
dan draf surat 
pengantar 

   
 
 
Y 

  

- Draf usulan 
Baperjakat 
-AlatTulis 
Kantor(ATK) 

1 hari 
Diparafnya 
draf hasil 
baperjakat 

10 

Menanda 
tangani 
usulan 
promosi 
jabatan dan 
surat 
pengantar 

     

- Usulan promosi 
jabatan  
-AlatTulis 
Kantor(ATK) 

1 Jam 
Tersedianya 
hasil 
baperjakat 

11 

Memberi 
nomor, 
mengepak 
dan 
menyerahkan 
kebagian 
umum 

     - Usulan promosi 
jabatan 

-AlatTulis 
Kantor(ATK) 
- Buku agenda 

surat keluar 
- Buku ekspedisi 

1 Jam 

Usulan promosi 
jabatan siap 
dikirim 
berdasarkan 
hasil 
baperjakat 

12 
Mengarsipkan file 
usulan promosi 
jabatan 

     

- Usulan promosi 
jabatan  
- Box file 

1 Jam 
Tersimpannya 
arsip usulan 
promosi jabatan 



 
 

 
  

SOP USULAN  PENSIUN HAKIM DAN PNS 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP DUS  Hakim 
3.    SOP  Bezetting  PNS 
4.    SOP  DUK  PNS 
5.    SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana  

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terdapat usulan 
pensiun yang terlambat. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawa
ian dan IT 

Kabag 
Perencan
aan dan 

Kepegawa
ian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Pertengkapan 

Waktu Output 

1 
Menyiapkan bahan 
usulan pensiun 
Hakim dan PNS 

     - Bahan - bahan usul 
Pensiun 

1 hari 

Tersedianya 
dokumen 
usulan 
pensiun 

2 

Membuat konsep 
surat usulan 
pensiun Hakim 
dan PNS dan 
konsep surat 
pengantar 

     - Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

- Dokumen usulan 
pensiun 2 Jam 

Tersedianya 
konsep 
usulan 
pensiun dan 
konsep surat 
pengantar 

3 

Mengetik Usulan 
pensiun Hakim 
dan PNSserta 
surat pengantar 

  
 
 
 
       
       T 

 
 
 
 
 
      T 

 
 
 
 
 
      T 

 - Konsep surat usulan 
pensiun 

- Komputer/ Laptop 
- Printer 2 Jam 

Tersedianya 
draf usulan 
pensiun dan 
surat 
pengantar 

4 

Koreksi usulan 
Pensiun Hakim 
dan PNS serta 
paraf surat 
pengantar 

   
 
 
Y 

 

Y 

 
 
 
     Y 
 

- Surat usulan 
Pensiun 

- Surat pengantar 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
1 hari 

Diparafnya draf 
usulan 
pensiun dan 
draf surat 
pengantar 

5 

Menandatangani 
Usulan pensiun 
Hakim dan PNS 
serta surat 
pengantar 

     - Surat usulan 
Pensiun 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 1 Jam 

Tersedian 
nya usulan 
pensiun dan 
surat 
pengantar 

6 

Memberi nomor 
surat, mengepak 
Dan menyerahkan 
ke bagian Tata 
Usaha & RT 

    

 

- Surat usulan 
Pensiun  

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

- Buku agenda surat 
keluar 

- Buku ekspedisi 

1 Jam 

Surat usulan 
Pensiun dan 
surat 
pengantar 
siap diklrim 

7 

Pengarsipan file 
daftar usulan 
pensiun PT 
Bengkulu 

     

- Surat usulan 
Pensiun -Box file 

1 Jam 

Arsip surat 
usulan Pensiun 
tersimpan di 
unit pengelotah 
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SOP USULAN  TANDA PENGHARGAAN SETYA LENCANA 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP DUS  Hakim 
3.    SOP  Bezetting  PNS 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tanda Penghargaan Setya 
Lencana tidak akan diberikan kepada pegawai yang berhak. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencana

an dan 
Kepegawai

an 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Menyiapkan bahan 
usulan Satya 
Lencana bagi 
Hakim dan PNS 

     

- Bahan - bahan usul 
Satya Lencana 

1 hari 

Tersedia nya 
konsep 
usulan setya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 

2 

Memeriksa 
dokumen usulan 
Satya Lencana bagi 
Hakim dan PNS 

     

- Dokumen usulan 
Satya Lencana 

1 hari 

Terdatanya 
kelengkap 
anpersyarat an 
usulan satya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 

3 

Membuat konsep 
surat usulan Satya 
Lencana dan 
konsep surat 
pengantar 

     

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

- Dokumen usulan 
Satya Lencana 

1 Jam 

Tersedia nya 
konsep 
usulan satya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 

4 
Mengetik usulan 
Satya Lencana dan 
Surat pengantar 

  
 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
 
       T 

 

- Konsep surat usulan 
Satya Lencana 

- Komputer/ Laptop 
- Printer 

1 Jam 

Tersedia nya 
draf usulan 
satya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 

5 

Koreksi usulan 
Satya Lencana dan 
paraf surat 
pengantar 

   

Y 

                 

 

Y 

 
 
     Y - Surat usulan Satya 

Lencana 
- Surat pengantar 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 

1 hari 

Diparaf nya 
draf usulan 
satya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 

6 

Menanda 
tangani usulan 
Satya Lencana 
dan surat 
pengantar 

     
- Surat usulan Satya 

Lencana 
- Surat pengantar 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 Jam 

Ditandatangani
nya usulan 
satya 
lencana bagi 
Hakim dan 
PNS 
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7 

Memberi nomor 
surat, mengepak 
Dan menyerahkan 
ke bagian Tata 
Usaha & RT 

    

 

- Surat usulan Satya 
Lencana 

- Surat pengantar 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Buku agenda surat 

keluar 
- Buku ekspedlsl 

1 Jam 

Surat usulan 
Satya 
Lencana siap 
dikirim 

8 

mengarsipkan file 
daftar usulan 
Setya Lencana 
Hakim dan PNS 
pada PT 
Bengkulu 

     

- Surat usulan Satya 
Lencana 

- Box file 
1 Jam 

Arsip Surat 
usulan Satya 
Lencana 
tersedia pada 
unit 
pengelolah 

 
 



 
 

 
  

SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Kenaikan Pangkat 
2.    SOP Usul Promosi Jabatan 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembuatan SKP akan 
terlambat. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana MutuBaku 

Staf 
Kasubbag 
Kepegawai
an dan IT 

PNS Yang 
Dinilai 

Pejabat 
Penilai 

Atasan 
Pejabat 
Penilai 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 
Memberikan 
formulir SKP pada 
pejabat penilai 

     

- Formulir SKP 1 hari 

Disampaikan 
nya form 
penilaian SKP 
pada pejabat 
penilai 

2 

Menerima 
kembali formulir 
SKP yang telah 
diberI nilai 

     

- Formulir SKP 1 hari 

Diterimanya 
form penilaian 
SKP pada 
pejabat penilai 
yang telah terisi 

3 
Mengetik SKP 
yang telah 
diberi nilai 

  
 
 
       T 

   
- Komputer/ 

Laptop  
- Nilai SKP 

3 
hari 

Terekamnya 
nilai SKP 
dalam formulir 
SKP 

4 
Koreksi draf SKP 
dan formulir 
penilaian 

     
- Nilai SKP 
- AlatTulis 

Kantor (ATK) 
1 hari 

Telah sesuainya 
formulir SKP 
dengan nilai 
form penilaian 

5 

Menanda 
tangani formulir 
SKP yang telah 
terisi nilainya 

  
 
             Y 

   

- Formulir SKP 
- AlatTulis 

Kantor (ATK) 
1 hari 

Ditandatangani 
nya formulir 
SKP 

6 
Pengarsipan 
file SKP PT 
Bengkulu 

 

    

- Formulir SKP 
- Box file 1 Jam 

Tersimpan 
nya arsip SKP 
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SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Pembuatan SK  KPT Bengkulu di Bidang Kepegawaian 
 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Tanda Penghargaan Setya 
Lencana tidak akan diberikan kepada pegawai yang berhak. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No 
 
 

Aktivitas 
 
 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai 
an dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua / 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 
Menerima surat 
masuk bidang 
kepegawaian 

     

- Buku agenda surat 
masuk 

1 Jam 

Diterimanya 
surat dinas 
bidang 
kepegawaian 

2 

Meneliti surat 
dinas terkait 
bimtek, pelatihan 
dan penugasan 
lainnya 

     

- Surat Dinas 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
1 hari 

Terdatanya 
jenis dan 
klasifikasi surat 
dinas bidang 
kepegawaian 

3 
Membuat konsep 
surat tugas 

     

- Surat Dinas 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
1 Jam 

Tersedianya 
konsep Surat 
Tugas 

4 

Mengetik surat 
tugas bagi 
peserta kegiatan, 
Bimbingan 
Teknis atau 
penugasan dinas 
lainnya 

  
 
 
 
 
 
      T 

 
 
 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
 
 
       T 

 
- Surat Dinas 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Komputer /Laptop 
- Printer 

1 Jam 
Tersedianya 
draf Surat 
Tugas 

5 

Koreksi 
pimpinan 
terhadap Surat 
Tugas 

  
               Y 

 
               Y  

 
 
   Y 

- Surat Dinas 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Draf Surat Tugas 

1 hari 
Diparafnya draf 
Surat Tugas 

6 
 
 
 
 
 

Menanda 
tangani Surat 
Tugas 

     - Surat Dinas 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
- Draf Surat 

gas 

1 Jam 
DKangatanganin
ya Surat 
Tugas 

7 
Memberi nomor 
pada Surat Tugas 

     

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

- Surat Tugas 
1 Jam 

Tercatatnya 
surat tugas pada 
buku agenda 
surat keluar 

8 

Menyerahkan 
Surat Tugas 
kepada yang 
Hakim/PNS 
yang diberi 
tugas 

     

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

- Surat Tugas 
- Buku ekspedisi 

1 hari 

Diserahkannya 
Surat Tugas 
pada yang 
berkepentingan 
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9 

Mengirimkan 
surat tugas 
kepada instansi 
yang terkait 

     

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

- Surat Tugas 
- Mesin Fax 

1 Jam 

Disampaikanny
a tembusan 
Surat Tugas 
pada Institusi 
terkait 

10 

Mengarsipkan 
surat tugas 
dalam file 
kepegawaian 

     

- Surat Tugas 
- Box file 1 Jam 

Tersimpannya 
arsip Surat 
Tugas pada Unit 
Pengelolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI HAKIM DAN PEGAWAI 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Pembuatan SK  KPT Bengkulu  bidang kepegawaian 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Hakim dan Pegawai  tidak 
dapat  melaksanakan hak cuti. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Pertengkapan 

Waktu Output 

1 

Menerima Surat 
permohonan cuti 
dari Hakim dan 
Karyawan/ti 

     

- Surat 
Permohonan Cuti 

1 Jam 

Diterimanya 
surat 
permohonan 
cuti dari hakim 
dan pegawai 

2 
Mengetik draf Surat 
Cuti Hakim dan 
Pegawai 

  
 
 
 
 
       T 

 
 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
 
        T 

 

- Surat 
Permohonan Cuti  

- Komputer/Laptop  
- Printer 

1 Jam 

Tersedianya 
draf surat cuti 
hakim dan 
pegawai 

3 
Koreksi Surat Cuti 
Hakim dan 
Pegawai 

   
 
Y 

 

Y 

 
 
 
     Y 

- Surat 
Permohonan Cuti  

- Draf Surat Cuti 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 hari 
Diparafnya surat 
cuti hakim 
dan pegawai 

4 
Menanda tangani 
Surat Cuti Hakim 
dan Pegawai 

     
- Surat Cuti Hakim 

dan Pegawai 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 

1 hari 

Disetujui dan 
ditandatanganin
ya surat cuti 
hakim dan 
pegawai 

5 
Memberi nomor 
Surat Cuti Hakim 
dan Pegawai 

     
- Surat Cuti 
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 
- Buku agenda surat 

keluar 

1 Jam 

Tercatatnya 
surat cuti 
hakim dan 
pegawai 
dalam buku 
agenda surat 
keluar 

6 
Mencatat Surat 
Cuti pada buku 
agenda cuti 

     

- Surat Cuti 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Buku agenda cuti 

2 Jam 

Terdatanya 
surat cuti 
hakim dan 
pegawai 
dalam buku 
agenda cuti 

7 
Menyampai kan 
Surat Cuti kepada 
yang bersangkutan 

     

- Surat cuti 
- Buku ekspedisi 1 hari 

Disampaikannya 
surat cuti 
kepada hakim 
dan pegawai 

8 
Mengarsipkan 
surat cuti dalam 
file Kepegawaian 

     

- Box file 
1 

Jam 

Tersimpannya 
arsip surat 
cuti pada unit 
pengelolah 
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SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI HAKIM DAN PNS 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Pembuatan SK  KPT Mataram  bidang Kepegawaian 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan 
hukuman kepada PNS  akan terhambat. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai 
an dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 

Menerima hasil 
laporan 
penjatuhan 
Hukuman 
Disiplin 

     
- Surat/Laporan 

penjatuhan 
Hukuman Disiplin 

1 Jam 

Diterimanya 
surat/ laporan 
penjatuhan 
Hukuman 
Disiplin 

2 

Membuat 
draf SK 
Hukuman 
Disiplin dan Draf 
surat pengantar 

     
- Surat / Laporan 

penjatuhan 
Hukuman Disiplin  

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 

Tersedianya 
konsep SK 
Hukuman 
Disiplin dan 
draf surat 
pengantar 

3 

Mengetik konsep 
SK Hukuman 
Disiplin dan draf 
surat pengantar 

  
 
 
 
    T 

 
 
 
 
     T 

 
 
 
 
    T 

 - Konsep SK 
Hukuman Disiplin 

- Draf surat 
pengantar 

- Komputer /Laptop 
- Printer 

1 Jam 

Tersedianya 
draf SK 
Hukuman 
Disiplin dan 
draf surat 
pengantar 

4 

Koreksi SK 
penjatuhan 
Hukuman 
Disiplin dan draf 
surat pengantar 

 

 

  

 
 
Y 

 

Y 

 
 
    
   Y 

- Konsep SK 
Hukuman Disiplin 

- Drafsurat 
pengantar 

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 

Disetujui 
dan 
diparafnya 
konsep SK 
Hukuman 
Disiplin dan 
draf surat 
pengantar 

5 

Menandatangani 
Surat Pengantar 
dan SK 
hukuman disiplin 

     
- Konsep SK 

Hukuman Disiplin 
- Draf surat 

pengantar 
- Alat Tulis Kantor  

(ATK) 

1 Jam 

Ditandatangani
nya SK 
Hukuman 
Disiplin dan 
draf surat 
pengantar 

6 

Memberi nomor 
Surat Pengantar 
dan SK 
hukuman disiplin 

     

- SK Hukuman 
Disiplin 

- Surat Pengantar  
- Alat Tulis Kantor 

(ATK) 

1 Jam 

Terdatanya 
surat SK 
Hukuman 
Disiplin dan 
draf surat 
pengantar 
dalam buku 
agenda 
surat 

7 
 
 

Mengirim SK 
Hukuman 
Disiplin ke Dirjen 
Badilum atau 
Sekretaris MA-RI 
dan yang 
bersangkutan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Surat Pengantar 
- SK Hukuman 

Disiplin 
- Buku ekspedisi 

1 hari 

Dikirimnya 
Surat 
Pengantar 
dan SK 
Hukuman 
Disiplin 
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8 

Mengarsipkan 
Surat Pengantar 
dan SK 
hukuman disiplin 

     

- Box file 
- Surat Pengantar 
- SK Hukuman 

Disiplin 

1 Jam 

Tersimpan 
nya surat 
Surat 
Pengantar 
dan SK 
Hukuman 
Disiplin 
sebagai 
arsip 



 
 

 
  

SOP PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON HAKIM DAN CALON PNS 
  
 

Dasar Hukum : 
1.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
2.    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
3.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
4.    Surat Edaran KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 
5.    Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 
6.    Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 
7.     Peraturan SEKMA RI No.002 Tahun 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualifikasi Pelaksana : 
1.     S1 – Ekonomi 
2.     S1 -  Sosial 
3.     SLTA 

 

Keterkaitan : 
1.    SOP Pengelolaan Surat Dinas 
2.    SOP Pembuatan SK  KPT Bengkulu di bidang kepegawaian 

Peralatan/Perlengkapan : 
1.     Alat Tulis Kantor (ATK) 
2.     Komputer / Laptop/Printer 

Peringatan : 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penerimaan Cakim 
dan CPNS akan terlambat pelaksanaannya. 

Pencatatan Dan Pendataan : 
1.    Dokumen Kepegawaian 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf 
Kasub 

Kepegawai
an dan IT 

Kabag 
Perencanaan 

dan 
Kepegawaian 

Sekretaris 
Ketua/ 
Wakil 
Ketua 

Persyaratan / 
Pertengkapan 

Waktu Output 

1 

Membuat SK 
Panitia Intern dan 
Pembuatan SK 
Panitia 
Gabungan 

  
 
 
 
     T 
        

 
 
 
 
    T 

 
 
 
 
      T 

 

- Surat penunjukkan 
panitia daerah 

- Komputer / Laptop 
- Printer 

1 hari 

Tersedianya 
draf SK Panitia 
Intern dan 
Pembuatan 
SK Panitia 
Gabungan 

2 
Koreksi SK 
Panitia oleh 
pimpinan 

  
  
  

 
Y 

 
Y 

 
     
     Y - SK Panitia Daerah  

- Alat Tulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 

Dlparafnya 
draf SK Panitia 
Intern dan 
Pembuatan 
SK Panitia 
Gabungan 

3 
Menandatangani 
SK Panitia 

     

- SK Panitia Daerah 
- Alat Tulis Kantor  

(ATK) 
1 Jam 

Ditandatangani
nya SK Panitia 
Intern dan 
Pembuatan 
SK Panitia 
Gabungan 

4 

Menyampaikan 
SK kepada 
Panitia yang 
ditunjuk 

     

- SK Panitia Daerah 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Buku ekspedisi 

1 hari 

Diterimanya 
SK Panitia 
Intern dan 
Pembuatan 
SK Panitia 
Gabungan 
oleh anggota 
panitia 

5 

Menyiapkan 
Formulir  yang 
Berkaitan 
dengan 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

     
- Alat Tulis Kantor  

(ATK) 
- Formulir 

penerimaan 
pendaftaran Cakim 
dan CPNS 

3 hari 
Tersedianya 
formulir 
pendaftaran 

6 
Membuat Berita 
Acara pelaksanaan 
ujian 

  
 
 
 
       T 
         

 
 
 
 
       T 
 

 
 
 
 

        T 

 

- Daftar hadir 
peserta ujian 
Cakim dan CPNS 

- Buku pendaftaran 

1 hari 

Tersedianya 
draf berita 
acara 
pelaksanaan 
ujian 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

  

PENGADILAN TINGGI 
BENGKULU 

 

JL. Pembangunan No 21 Bengkulu  

 Nomor SOP W8 -U /  / S-01 / X / 2016  
 Tanggal Pembuatan  02 Juni 2014 
 Tanggal Revisi 18 Oktober 2016 
 Tanggal Efektif 01 November 2016 
 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 



 
 

7 
Koreksi terhadap 
Berita Acara 
pelaksanaan 

  
 
 
  

 
 
 
 
Y 

 

 
Y 

 
 
 
 
Y 

- Daftar Hadir 
peserta ujian 
Cakim dan CPNS 

1 hari 

Disetujuinya 
draf berita 
acara 
pelaksanaan 
ujian 
penerimaan 
Cakim 

8 
Menandatangani 
Berita Acara 
pelaksanaan ujian 

    

 
- Draf berita acara 

pelaksanaan ujian 
penerimaan Cakim 
dan CPNS 

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

1 hari 

Ditandatanga
ni nya berita 
acara 
pelaksanaan 
ujian 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

9 

Membuat rekap 
pendaftaran yang 
dikelompokkan 
ke dalam jenjang 
formasi jabatan 
yang telah 
ditentukan 
oleh MA-RI 

   

 

 

- Buku pendaftaran 
- Daftar hadir 

peserta ujian 
Cakim dan CPNS 

- Komputer / Laptop 
- Printer 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 hari 

Tersedianya 
rekapan 
jumlah 
peserta 
dalam 
penerimaan 
Cakmi dan 
CPNS 

10 

Membuat Surat 
Pengantar dan 
laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

  
 
 
 
 
      T 

 
 
 
 
 
    T 

 

 
 
     T 
   

 

- Komputer / Laptop 
- Printer  
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 

1 Jam 

Tersedianya 
draf Surat 
Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

11 

Koreksi Surat 
Pengantar dan 
laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

   
 
 
 
 
Y 

 

 
 
Y 

 
 
 
 
 
    Y 

- Konsep SK 
Hukuman Disiplin 
Draf surat 
pengantar  

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

- Buku pendaftaran  
- Daftar hadir 

peserta ujian 
Cakim dan CPNS 

1 hari 

Diparafnya 
draf Surat 
Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

12 

Menanda tangani 
Surat Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

   

 

 
- Surat Pengantar 

dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

- AlatTulis Kantor 
(ATK) 

1 Jam 

Ditandatangani
nya Surat 
Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

13 

Memberi nomor 
dan mengirimkan 
Surat Pengantar 
serta laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

   

 

 
- AlatTulis Kantor 

(ATK) 
- Surat Pengantar 

dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

- Buku agenda surat 
keluar 

1 Jam 

Tercatatnya 
dan 
terkirimnya 
Surat 
Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

14 

Mengarsipkan 
Berita Acara 
pelaksanaan ujian 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

   

 

 

- Surat Pengantar 
dan laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 

1 Jam 

Tersimpan 
nya arsip 
Berita Acara 
pelaksanaan 
ujian dan 
laporan 
pelaksanaan 
penerimaan 
Cakim dan 
CPNS 

 
 
 
 



Nomor SOP W8-U/        /S-01/X/2016
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Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012 1. S1 Sosial
2. UU No.43 / 2009 2. S1 Ekonomi
3. UU No.5 / 2014 3. S1 Hukum
4. PP No. 46 /2011 4. SMA
5. PP No. 53 / 2010

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Surat Komputer, Printer, Kertas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Arsip Surat Keluar Masuk Kepegawaian dan TI

Staf
Kepegawaian

dan TI

Kasubbag
Kepegawaian

dan TI

Kabag
Perencanaan

&
Kepegawaian

KPT/
Sekretaris Waktu Output

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

SOP PENGELOLAAN SURAT

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan /
Perlengkapan

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Staf
Kepegawaian

dan TI

Kasubbag
Kepegawaian

dan TI

Kabag
Perencanaan

&
Kepegawaian

KPT/
Sekretaris Waktu Output

1. 10 menit Surat

2. 10 menit Surat

3. 30 menit Surat yang telah di
agendakan

4. 2 Jam Hasil Ketikan / Surat

5. 30 Menit Surat

6. 15 Menit Surat

Surat diterima dari Sub
bagian TU & RT Surat

No Aktivitas Persyaratan /
Perlengkapan

Surat-surat dari kasubbag
Kepegawaian & TI
diagendakan pada buku
surat masuk

Surat dan Buku
Agenda

Surat-surat yang diterima
diserahkan ke kasubbag
kepegawaian & TI untuk
ditindak lanjuti

Surat

Mengirimkan surat yang
telah ditandatangani oleh
KPT /Sekretaris baik
melalui fax/ email maupun
melalui Subbag TU & RT

Surat

Surat-surat yang telah
ditindaklanjuti dikoreksi oleh
Kasubbag Kepegawaian &
TI/ kabbag Perencanaan &
Kepegawaian dan diparaf,
selanjutnya ditandatangani
oleh KPT / Sekretaris

Surat

Surat- surat ditindaklanjuti
mulai dari konsep dan
pengetikan

Surat dan unit
komputer



Nomor SOP W8-U/        /S-01/X/2016
Tanggal Pembuatan02 Juni 2014
Tanggal Revisi 18 Oktober 2016
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Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012 1. S1 Sosial
2. UU No.43 / 2009 2. S1 Ekonomi
3. UU No.5 / 2014 3. S1 Hukum
4. PP No. 46 /2011 4. SMA
5. PP No. 53 / 2010

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1 SOP Permohonan Cuti Hakim & Pegawai Mesin Absen, Komputer, Printer, Kertas
2 SOP Pengelolaan permintaan Remunerasi Aplikasi Komdanas

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Keterlambatan dalam pelaporan Absen akan mempengaruhi Tunjangan Kinerja Pegawai
2

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan
Bengkulu 38225

SOP PENGELOLAAN MESIN ABSENSI HAKIM DAN PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/
Perlengkapan

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Mengetahui Prosedur Pelaporan Absen Pegawai dan
aturan tentang Tunjangan Kinerja

Kesalahan dalam penginputan Absensi di Aplikasi Komdanas juga akan mempengaruhi
Tunjangan dan Uang Makan Hakim/ Pegawai

Staf
Kepegawaian

dan TI

Kasubbag
Kepegawaian

dan TI
KPT/ WKPT Bagian

Keuangan Waktu Output

1. 10 menit rekaman data Sidik Jari/
Wajah Hakim/Pegawai

2. 10 menit Data Absensi pada
Aplikasi Komdanas

3. 30 menit Rekap Absen

4. 30 menit Rekap Absen yang telah
ditanda tangani

5. 30 Menit

6. 15 Menit Arsip

Menginput dan merekam
Sidik Jari / wajah dan Nama
Hakim/ Pegawai di mesin
absen

Hakim/Pegawai,
Mesin Absen

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/
Perlengkapan

Surat dan unit
komputer

Memasukan data kehadiran
Hakim & Pegawai perhari
ke Aplikasi Komdanas
berdasarkan data Absen
dari Mesin Absen

Komputer, Flashdisk,
Mesin Absen,
Jaringan Internet

Mencetak hasil rekap daftar
Absen dari Mesin Absen
dan dari Aplikasi Komdanas
disetiap awal bulan

Komputer, Jaringan
Internet, Kertas,
Printer

Diserahkan kebagian
Keuangan untuk
ditindaklanjuti & diteliti
kembali sebagai bahan
penghitungan tunjangan
kinerja dan uang makan

Mengarsipkan file rekap
Absen Hakim dan Pegawai
PT Bengkulu

Ditandatangani oleh
Petugas  Absensi,
Kasubbag Kepegawaian &
TI, Pengawas penegakan
disiplin Pegawai,
KPT/WKPT

6. 15 Menit Arsip
Mengarsipkan file rekap
Absen Hakim dan Pegawai
PT Bengkulu



Nomor SOP W8-U/        /S-01/X/2016
Tanggal Pembuatan02 Juni 2014
Tanggal Revisi 18 Oktober 2016
Tanggal Efektif 01 November 2016
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Sekretaris MA RI No : 002 Tahun 2012 1. S1 Sosial
2. UU No.43 / 2009 2. S1 Ekonomi
3. UU No.5 / 2014 3. S1 Hukum
4. PP No. 46 /2011 4. SMA
5. PP No. 53 / 2010

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran, SOP Pelaksanaan Anggaran Komputer, Printer, Jaringan Internet, jaringan telepon/fax

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Staf
Kepegawaian

& TI

Kasubbag
Kepegawaian

& TI

Kabbag
Perencanaan

&
Kepegawaian

KPT Waktu Output

Buku Surat Keluar, Berkas Laporan

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu 38225

SOP BIMBINGAN TEKNIS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/
Perlengkapan

Staf
Kepegawaian

& TI

Kasubbag
Kepegawaian

& TI

Kabbag
Perencanaan

&
Kepegawaian

KPT Waktu Output

1. 1 hari kerja SK Panitia

2. 1 hari kerja

3. 1 hari kerja Surat Pemanggilan
Peserta

4. 1 hari kerja Rekap daftar nama
peserta

5. 1 Jam SK Peserta

6 1 Jam Surat Permohonan
Narasumber

7 1 hari kerja Daftar Absen dan Jadwal
Kegiatan

8 1 hari kerja

No Aktivitas Persyaratan/
Perlengkapan

Membuat SK Panitia
Bimbingan Teknis yang
diparaf Pimpinan dan
ditandatangani KPT

Draf Nama-nama
panitia, Komputer,
Printer

Membuat Daftar Absensi
Peserta dan Jadwal
Kegiatan

Membuat SK Penunjukan
Nara Sumber yang diparaf
pimpinan dan ditanda
tangani KPT

Membuat SK Penugasan
Peserta Bimtek yang diparaf
Pimpinan dan ditanda
tangani KPT

Draf Nama-nama
peserta, Komputer,
Printer

Mempersiapkan bahan
materi yang telah dikirimkan
oleh Narasumber

materi bintek

Merekap nama peserta dari
PT dan PN sewilayah
Bengkulu dan membuat
absensi peserta Bimtek

Surat daftar nama-
nama peserta yang
dikirim dari PN/PT

Menentukan waktu dan
tempat Bimtek

Membuat dan mengirim
surat pemanggilan peserta
Bimtek

Komputer, Printer,
jaringan Internet,
Telepon/Fax

Komputer, Printer,
jaringan Internet,
Telepon/Fax

Draf Nama-nama
Narasumber,
Komputer, Printer

Membuat Surat
Permohonan permintaan
Narasumber ke Instansi
yang dituju

8 1 hari kerja

9 1 Jam SK Narasumber

Membuat SK Penunjukan
Nara Sumber yang diparaf
pimpinan dan ditanda
tangani KPT

Mempersiapkan bahan
materi yang telah dikirimkan
oleh Narasumber

materi bintek

Draf Nama-nama
Narasumber,
Komputer, Printer



Staf
Kepegawaian

& TI

Kasubbag
Kepegawaian

& TI

Kabbag
Perencanaan

&
Kepegawaian

KPT Waktu Output
No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/
Perlengkapan

10 sesuai
kebutuhan Kegiatan yang terlaksana

11 5 hari kerja Laporan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan Kegiatan Bimtek

Seluruh Peserta,
Panitia, dan
Narasumber,
Susunan Acara/
Jadwal kegiatan, dan
Materi Bimtek

Surat-surat, SK,
Jadwal kegiatan,
Absensi peserta,
materi Bimtek, Foto-
foto kegiatan



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public.

2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1-Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan website

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
website tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Data : Fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda,isyarat, tulisan,
suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya
digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.

- Informasi : hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa,
hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi.

- Website : Suatu informasi yang bisa di akses dengan menggunakan koneksi jaringan



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Staf /
Operator

Kasub Bag
Perencanaan

,TI,dan
Pelaporan

Tim
Website

Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan softcopy dari
bagian kesekretariatan dan
Kepaniteraan

- Flashdisk
- Komputer

1 hari

Tersedianya
arsip data
komputer

2 Mengecek kelengkapan
softcopy dari bagian
kesekretariatan dan
Kepaniteraan

- Komputer
- Printer

Tersedianya
arsip data
komputer

3 Mengunggah arsip data
computer dari bagian
kesekretariatan dan
kepaniteraan

- Data
Kepaniteraan
dan
Kesekretarian

- ATK
- Komputer

Tersedianya
Data dan
infor masi
dalam
Website

4 Menyimpan Data dan
Informasi dalam Website

- Server
Komputer

Tersedianya
Data dan
infor masi
dalam
Website



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.

2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1-Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP Dokumentasi Data dan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Teknologi Informasi tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Teknologi : teknik atau cara Elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
Informasi memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DO
KUMENTASI DATA DAN INFORMASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Staf /
Operator

Kasub Bag
Perencanaan

,TI,dan
Pelaporan

Tim
Website

Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan softcopy dari
bagian kesekretariatan dan
Kepaniteraan

- Flashdisk
- Komputer

2 hari

Tersedianya
arsip data
komputer

2 Mengecek kelengkapan
softcopy dari bagian
kesekretariatan dan
Kepaniteraan

- Komputer
- Printer

Tersedianya
arsip data
komputer

3 Mengunggah arsip data
computer dari bagian
kesekretariatan dan
kepaniteraan

- Data
Kepaniteraan
dan
Kesekretarian

- ATK
- Komputer

Tersedianya
Data dan
informasi
dalam
Website

4 Menyimpan Data dan
Informasi dalam Website

- Server
Komputer

Tersedianya
Data dan
informasi
dalam
Website



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1-Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan server dan aplikasi

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan server
dan aplikasi tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Server : Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client
dalam suatu jaringan komputer.

- Aplikasi : Program siap pakai yang dibuat untuuk melaksanakan suatu fungsi bagi
pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI

Kasub Bag

Pelaksana Mutu Buku

No Aktivitas
Staf IT

Perencanaan,
TI,dan

Pelaporan

Keuangan
dan

Umum
Sekretaris

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1 Mengecek Server
dan Aplikasi

- Komputer Tersedia
nya data
Server dan
Aplikasi

2 Memberikan
Laporan Server dan
Aplikasi

3 Memeriksa Laporan
dan Memberikan
Laporan Apabila ada

- Laporan Data
Server dan
Aplikasi

- Laporan Laporan
kebutuhan
server dan

kebutuhan untuk
server dan aplikasi

1 hari
aplikasi

4 Menyampaikan
Laporan Kebutuhan
server dan aplikasi

5 Merealisasikan
kebutuhan server dan
Aplikasi dan
menyerahkan nya
kembali ke bagian
keuangan dan umum

- Laporan Laporan
kebutuhan
server dan
aplikasi

- Laporan Laporan
server dan
apliasi
yang
terealisasi



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1–Huklum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan jaringan

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Jaringan tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Jaringan : Gabungan dari dua komputer atau lebih yang telah didesain sedemikian rupa
agar dapat saling terhubung satu sama lain untuk dapat melakukan komunikasi,
berbagi sumber daya maupun berbagi informasi.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Staf IT

Kasub Bag
Perencanaan

,TI,dan
Pelaporan

Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output

1 Memeriksa dan merawat
jaringan

- Komputer 1 hari Tersedianya data
Jaringan

2 Menerima Laporan Petugas IT - Laporan 1 hari Data Jaringan



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1–Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan dan sinkronisasi database

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan
sinkronisasi database tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Sinkronisasi : Suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data
bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan
inkonsistensi data.

- Database : Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat
diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi)
untuk menghasilkan informasi.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Staf IT

Kasub Bag
Perencanaan

,TI,dan
Pelaporan

Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output

1 Mengecek, update dan
memberikan Laporan Database

- Komputer

1 hari

Tersedianya laporan
data Database

2 Memeriksa hasil dan
menyimpan laporan Database

- Laporan Laporan Database



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik

2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1–Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP pengelolaan Publikasi Informasi Perkara

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Informasi : hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa,
hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

Pelaksana Mutu Buku
No Aktivitas Admin/staf

IT
Panitera/

Kepaniteraan
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1 merangkum data amar
putusan/putusan yang akan
dipublikasikan

2 memberikan data amar
putusan/putusan

- Laporan

- Laporan 1 hari

Tersedianya draft data
amar putusan/putusan

Tersedia nya data
amar putusan/putusan

3 Mencatat dan
mempublikasikan informasi
perkara

- Komputer data berhasil di
publikasikan



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TRAINER PELAKSANAAN SIPP

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

RUANG LING KUP :

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada PENGADILAN TINGGI BENGKULU.

DASAR HUKUM:

1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. Surat Edaran Ditjenmiltun Nomor
185/DjMT.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan
Penggunaan SIPP di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1–Hukum/S1-Komputer
2. D3 Komputer
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

1. SOP Trainer Pelaksanaan Sipp

PERALATAN/PERLENGKAP AN:

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan
Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI :

- Trainer : Yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada orang lain.
- Sipp : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia

informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat
umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap
data perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media
informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.21 Kel. Padang Harapan

Kota Bengkulu

No. Dokumen W8-U/     /S-01/X/2016

Tgl Pembuatan 02 Juni 2014

Tgl Revisi 18Oktober 2016

Tgl Efektif 01 November 2016

Disahkan Oleh Ketua PT Bengkulu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TRAINER PELAKSANAAN SIPP

Kasub Bag

Pelaksana Mutu Buku

Para
No Aktivitas

Staf IT
Perencanaan

,TI,dan
Pelaporan

Pengguna
aplikasi sipp

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output

1 Memberikan pelatihan sipp - Komputer 1 hari SDM yang
mampu
mengoperasikan
SIPP

2 Menginput data sipp - komputer 1 hari Data sipp berhasil
dimasukan

3 Mengecek data yang sudah di
input
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B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 
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BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Profil Sumber Daya Manusia 

 

eberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja 

individu yang bekerja  didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja 

diorganisasi tersebut tidak berkualitas  dan  professional,  maka  akan  menjadi  kendala  

dalam  menjalankan  suatu  sistem  yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada 

kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber 

Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, 

semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,   karena   suatu  

sistem  yang  berbasis  kinerja  hanya  akan   menghasilkan  output  yang memuaskan apabila 

sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Bengkulu senantiasa berusaha untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dengan senantiasa melakukan kegiatan- kegiatan berupa 

pembinaan kepada sumberdaya yang ada. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah : 

 

1. Konsultasi penyusunan program dan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2016 Satker 

sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dilaksanakan di Kantor pengadilan Tinggi 

Bengkulu yang diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kabag Perencanaan dan 

Kepegawaian, Sekretaris Pengadilan Negeri, Kasubbag Rencana Program dan Anggaran 

Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri serta 

Operator R K A - K L  Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Bengkulu sebanyak 28 orang dengan Narasumber Tim dari Biro Perencanaan 

Mahkamah Agung RI. 

 

2. Bimbingan Teknis SIPP sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dilaksanakan di 

Hotel Splash Bengkulu yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Operator SIPP 

sewilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sebanyak 62 orang dengan Narasumber dari 

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 

 

3. Sosialisasi Sistim Informasi Pengawasan  SIWAS  sewilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Bengkulu yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu diikuti oleh Hakim 

Tinggi, Ketua , Wakil  ketua  Pengadilan Negeri ,Panitera Muda Hukum dan Operator 

Pengadilan Negeri sewilayah sebamyak 53 orang dengan narasumber Hakim Tinggi yang 

pernah ikut TOT (training of trainer) . 

 

 

K



 
 

 

2. Sumber Daya Manusia Tehn

 

ilayah hukum Pengadi

Yudisial sebanyak   175

 

Tabel Sumber Daya Manusia  Wila

 

 

No 

 

Satker 

 

Hakim 

Tinggi 
Yustisial

1 PT Bengkulu 12 
2 PN Bengkulu - 
3 PN Curup - 
4 PN Manna - 
5 PN Arga makmur - 
6 PN Bintuhan - 
7 PN Tais - 
8 PN Kepahiang - 
9 PN Tubei - 

 Jumlah 12 

 

 

 Presentase SDM Teknis Yudisial 

 

PN Argamakmur

PN Bintuhan
5%

PN Tais
7%

PN Kepahiang

Sumber Daya Manusia  Wilayah Pengadilan 

W
ehnis Yudisial 

ilan Tinggi Bengkulu memiliki Sumber daya manu

5  orang  yang terdiri dari : 

ayah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016 

Hakim 

Yustisial 

Hakim 

Ad Hoc 

 

Hakim 

PN 

 

Panit

era 

Wakil 

Panitera 

 

Paniter

Muda 
1 2 0 1 - 4 
- 5 14 1 - 4 
- - 7 1 - 3 
- - 7 1 1 2 
- - 5 1 - 3 
- - 4 1 - 2 
- - 5 1 - 3 
- - 4 1 1 1 
- - 4 1 1 2 
1 7 50 9 3 24 

 

 

PT Bengkulu
19%

PN Bengkulu
21%

PN Curup
13%

PN Manna
11%

PN Argamakmur
11%

PN Tais

PN Kepahiang
6%

PN Tubei
7%

Sumber Daya Manusia  Wilayah Pengadilan 
Tinggi Bengkulu 

239 

nusia Teknis 

ra 

a 

PP 

 

Juru 

Sita 

 

Jumlah 

11 - 33 
10 3 37 
8 4 23 
7 2 20 
8 3 20 
1 - 8 
2 2 13 
2 2 11 
4 0 12 

53 16 175 

 

PN Bengkulu

Sumber Daya Manusia  Wilayah Pengadilan 
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Sebaran sumber daya manusia  teknis Yudisial berdasarkan satuan kerja 

 

a. Hakim 

 

 

No 

 

Satker 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b 

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

Gol 

IV/b 

Gol 

IV/c 

Gol 

IV/d 

Gol 

IV/e 

 

Jumlah 
1 PT Bengkulu - - - 2 - - 1 8 1 12 
2 PN Bengkulu - - - 3 1 4 2 4 - 14 
3 PN Curup - - 1 4 - 2 - - - 7 
4 PN Manna - 2 3 1 1 - - - - 7 
5 PN Arga makmur - 3 1 - 1 - - - - 5 
6 PN Bintuhan - 2 - - 2 - - - - 4 
7 PN Tais - 1 2 1 - 1 - - - 5 
8 PN Kepahiang - 1 1 - 2 - - - - 4 
9 PN Tubei - 2 - 1 1 - - - - 4 

 Jumlah - 11 8 12 8 7 3 12 1 62 
 

 

b. Panitera 

 

 

No 

 

Satker 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b 

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

Gol 

IV/b 

Gol 

IV/c 

Gol 

IV/d 

Gol 

IV/e 

 

Jumlah 
1 PT Bengkulu - - - - - - - 1 - 1 
2 PN Bengkulu - - - - - 1 - - - 1 
3 PN Curup - - - - 1 - - - - 1 
4 PN Manna - - - - 1 - - - - 1 
5 PN Arga makmur - - - 1 - - - - - 1 
6 PN Bintuhan - - - 1 - - - - - 1 
7 PN Tais - - - 1 - - - - - 1 
8 PN Kepahiang - - - 1 - - - - - 1 
9 PN Tubei - -- - 1  - - - - 1 

 Jumlah    5 2 1  1  9 

 

c. Wakil Panitera 

 

 

No 

 

Satker 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b 

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

Gol 

IV/b 

Gol 

IV/c 

Gol 

IV/d 

Gol 

IV/e 

 

Jumlah 
1 PT Bengkulu - - - - - - - - - 0 
2 PN Bengkulu - - - - - - - - - 0 
3 PN Curup - - - - - - - - - - 
4 PN Manna - - - 1 - - - - - 1 
5 PN Arga makmur - - - - - - - - - 0 
6 PN Bintuhan - - - - - - - - - 0 
7 PN Tais - - - - - - - - - 0 
8 PN Kepahiang - - - 1 - - - - - 1 
9 PN Tubei - - - 1 - - - - - 1 

 Jumlah    3      3 
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d. Panitera Muda 

 

 

e. Panitera Pengganti 

 

 

No 

 

Satker 

Gol 

II/a 

Gol 

II/b 

Gol 

II/c 

Gol 

II/d 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

 

Jumlah 
1 PT Bengkulu - - - - - - 2 9 - 11 
2 PN Bengkulu - - - - - 1 7 2 - 10 
3 PN Curup - - - - 3 4 1 - - 8 
4 PN Manna - 2 3 1 1 - - - - 7 
5 PN Arga makmur - - - - 1 3 3 1 - 8 
6 PN Bintuhan - - - - - 1 - - - 1 
7 PN Tais - - - - - 2 - - - 2 
8 PN Kepahiang - - - - - 2 - - - 2 
9 PN Tubei - 2 - 1 1 - - - - 4 

 Jumlah  4 3 2 6 13 13 12 - 53 
 

f. Juru Sita 

 

 

No 

 

Satker 

Gol 

II/a 

Gol 

II/b 

Gol 

II/c 

Gol 

II/d 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b 

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

 

Jumlah 
1 PT Bengkulu - - - - - - - - - - 
2 PN Bengkulu - - - - 2 1 - - - 3 
3 PN Curup - - - 1 - 2 1 - - 4
4 PN Manna - - - 1 - 1 - - - 2 
5 PN Arga makmur - 1 - - 1 1 - - - 3 
6 PN Bintuhan - - - - - - - - - 0 
7 PN Tais - 1 - 1 - - - - - 2 
8 PN Kepahiang - 2 - - - - - - - 2 
9 PN Tubei - - - - - - - - - 0 

 Jumlah - 4 - 3 3 5 1 - - 16 

 

 

 

 

No Satker Gol 

II/a 

Gol 

II/b 

Gol 

II/c 

Gol 

II/d 

Gol 

III/a 

Gol 

III/b 

Gol 

III/c 

Gol 

III/d 

Gol 

IV/a 

Jumlah 

1 PT Bengkulu - - - - - - - 4 - 4 
2 PN Bengkulu - - - - - - - 4 - 4 
3 PN Curup - - - - - - - 3 - 3 
4 PN Manna - - - - - - - 2 - 2 
5 PN Arga makmur - - - - - 3 - - - 3 
6 PN Bintuhan - 2 - - - - - - - 2 
7 PN Tais - - - - - 2 1 - - 3 
8 PN Kepahiang - - 1 - - - - - - 1 
9 PN Tubei - - - - - - 1 1 - 2 

 Jumlah 0 2 1 0 0 5 2 13 0 24 
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Komposisi Jabatan Struktural 

 

No Jabatan Komposisi Terisi Kosong Keterangan 

1 Panitera 9 9 -  

2. Sekretaris 9 8 1  

3 Kabag 2 - 2  

4 Panmud 30 28 2  

5 Kasubag 28 27 1  

 Jumlah 78 72 6  

 

 

3. Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial 

 

umber daya manusia non tehnis yudisial adalah sumber daya manusia yang 

melaksanakan tugas-tugas non  tehnis yudisial. Tugas-tugas non tehnis yudisial adalah 

tugas-tugas pendukung untuk kelancaran tugas  pokok  dan  fungsi  lembaga  peradilan.  

Tugas-tugas  tersebut  diantaranya  adalah  tugas-tugas  di bidang   kepegawaian,  keuangan,  

Perlengkapan,  rumah  tangga  dan  tugas-tugas  lain  yang  sifatnya administrasi umum. 

 

Adapun data Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial adalah sebagai berikut : 

 

No 

 

Satker 

 

Sekretaris Kabag 

 

Kasub 

 

Staf 

 

Jumlah 

1 PT Bengkulu 1 - 4 21 26 
2 PN Bengkulu 1 - 3 10 14 
3 PN Curup 1 - 3 5 9 
4 PN Manna 1 - 2 5 8 
5 PN Arga makmur 1 - 3 1 5 
6 PN Bintuhan 1 - 3 3 7 
7 PN Tais - - 3 11 14 
8 PN Kepahiang 1 - 3 3 7 
9 PN Tubei 1 - 3 3 7 

 Jumlah 8  27 62 97 

 

Dalam pengelolaan anggaran khususnnya proses Pengadaan Barang dan jasa diperlukan Sumber 

daya Manusia memiliki kemapuan teknis dan memiliki  sertifikasi Barang Dan Jasa Pemerintah, 

kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi  tersebut  membuat  proses  penyerapan  anggaran  

sedikit  terganggu.  Untuk  itu  Pengadilan  Tinggi Bengkulu senantiasa menggadakan pelatihan 

yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa 

 

Untuk  wilayah  hukum  pengadilan  Tinggi  Bengkulu  telah  memiliki  sebanyak  26  orang  

tenaga  yang  telah memiliki sertifikasi barang dan jasa, namun jumlah demikian masih 

dianggap kurang mengingat kebutuhan akan  tenaga yang  bersertifikasi  barang dan jasa  

terutama untuk Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan masih kurang.  

S 



 

 

243 

Adapun jumlah Sumber daya manusia yang telah memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa sebagai 

berikut: 

 

No Satker Sekretaris Kabag 

 

Kasubag Tenaga Teknis 

Yudisial 

Staff Jumlah 

1 PT Bengkulu 1 - 1 - 3 5 
2 PN Bengkulu - - - 2 1 3 
3 PN Curup - - 2 3 - 5 
4 PN Manna - - 1 - - 1 
5 PN Arga makmur - - 2 1 - 3 
6 PN Bintuhan - - 1 - - 1 
7 PN Tais - - - - 2 2 
8 PN Kepahiang 1 - 3   4 
9 PN Tubei - - - - 2 2 

 Jumlah 2 - 10 6 8 26 

4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

 

 Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2016 masing sangat 

kekurangan jumlah Hakim dan Staf, mengingat meningkatnya jumlah perkara yang masuk 

baik perkara Pidana, perdata maupun perkara Pidana Khusus dan kebutuhan akan staf untuk 

mendukung kinerja peradilan dan kesekretariatan demi mewujudkan cita-cita Mahkamah 

Agung RI yaitu mewujudkan peradilan yang agung. 

 

5. Mutasi 

 

Pelaksanaan  fungsi  pembinaan  karier bagi  hakim  dan  karyawan  pada  Wilayah 

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan Mutasi yang berguna selain untuk penyegaran 

juga diharapkan menambah produktifitas kerja. 

 

 Adapun Data mutasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

 

No Satker Masuk Keluar Jumlah 

1 PT Bengkulu 12 16 28 
2 PN Bengkulu 3 2 5 
3 PN Curup 5 4 9 
4 PN Manna 2 3 5 
5 PN Arga makmur 4 5 9 
6 PN Bintuhan 2 3 5 
7 PN Tais 1 3 4 
8 PN Kepahiang - 3 3 
9 PN Tubei 2 2 4 

 Jumlah    
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6. Promosi 

 

 Pelaksanaan  fungsi  pembinaan  karier bagi  hakim  dan  karyawan  pada  Wilayah 

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilakukan Promosi yang berguna selain untuk 

penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja. 

 

 Adapun Data Promosi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

 

 

No Satker KPT/

KPN 

WKPT/

WKPN 

Hakim Panitera Sekretaris Kabag Panmud Kasub PP Jurusita Jumlah 

1 PT Bengkulu 1 - 8 - 2 - - 2 1 - 14 
2 PN Bengkulu 1 1 3 1 1 2 0 - 2 - 11 
3 PN Curup 2 2 6 - - - 2 1 1 - 14 
4 PN Manna 1 1 - - - - 2 - 2 - 6 
5 PN Arga - 1 - - - - - - - - 1 
6 PN Bintuhan - - - - - - - - - - - 
7 PN Tais - - - - - - - - - - - 
8 PN Kepahiang - - - - - - - - - 2 2 
9 PN Tubei - 1 - - - - - - 1 - 2 

 

7. Pensiun 

 

Jumlah Hakim dan Pegawai yang pensiun pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

No Satker Jumlah 

1 PT Bengkulu 2 
2 PN Bengkulu - 
3 PN Curup - 
4 PN Manna 3 
5 PN Arga makmur 1 
6 PN Bintuhan - 
7 PN Tais 1 
8 PN Kepahiang 1 
9 PN Tubei - 

 Jumlah 8 
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B. KEADAAN PERKARA 

1. Rekapitulasi Perkara 

Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  terdiri  dari  1  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan  

8 Pengadilan Tingkat Pertama, 4 diantaranya merupakan Pengadilan yang masih tergolong 

baru buah dari pemekaran daerah. Di tahun 2016 ini sisa perkara tahun lalu sebanyak 261 

Perkara, sementara perkara yang masuk sebanyak  1.940 perkara  sedangkan yang putus  

sebanyak 1.895 perkara. Jadi persentase pencapaian  penyelesaian perkara sewilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar 86 %. 

 

Jumlah   Penyelesaian   perkara   yang   ada   di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu 

  

 

No 

 

Satker 

 

Sisa Awal 

 

Masuk 

 

Putus  

Sisa 

Akhir PID PDT TPKR PHI PID PDT TPKR ANK PHI PID PDT TPKR ANK PHI 

1 PT Bengkulu 11 7 - - 84 38 16 9 - 85 38 13 9 - 20 

2 PN Bengkulu 104 19 - - 530 50 92 - 9 576 57 50 9  109 

3 PN Curup 35 6 - - 205 41 - - - 226 44 - - - 17 

4 PN Manna 2 2 - - 156 18 - - - 149 17 - - - 12 

5 PN Argamakmur 26 5 - - 264 6 - - - 225 10 - - - 66 

6 PN Bintuhan 5 1 - - 80 27 - - - 70 27 - - - 16 

7 PN Tais 9 - - - 86 6 - - - 76 4 - - - 21 

8 PN Kepahiang 18 2 - - 112 24 - - - 95 26 - - - 35 

9 PN Tubei 8 1 - - 75 8 -  - 80 9 -  - 3 

 JUMLAH 218 43 - - 1.596 218 108 9 9 1.582 232 63 18  299 

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 

 

 

No 

 

Satker 

 

Jumlah Perkara 

 

Jumlah Majelis Rasio 

PID PDT TPKR ANK PHI PID PDT TPKR ANK PHI PID PDT TPKR ANK PHI 

1 PT Bengkulu 95 45 16 4 - 12 9 5 2 - 1:8 1:5 1:3 1:2 - 

2 PN Bengkulu 634 69 92  9 6 6 4 - 2 1:105 1:11 1:23 - 1:4 

3 PN Curup 240 47 - -  3 3 - - - 1:80 1:15 - - - 

4 PN Manna 143 5 - - - 4 4 - - - 1.35 1:1.5 - - - 

5 PN Arga makmur 290 11 - - - 4 4 - - - 1:73 1:3 - - - 

6 PN Bintuhan 85 28 -  - 2 2 - - - 42 14 - - - 

7 PN Tais 86 6 - - - 2 2 - - - 1:43 1:3 - - - 

8 PN Kepahiang 130 26 0 0 0 4 4 - - - 1:32 1:6 - - - 

9 PN Tubei 75 8 -  - 4 4 - - - 1:18 1:2 -  - 
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3. Putusan yang Diajukan Banding 

 

Perkara Banding 

perkara  Banding  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  pada  tahun  2016  sebanyak 

165 Perkara  dan yang telah diputus sebanyak 145 perkara dengan beban sisa perkara sebanyak 

20 perkara. Sama  halnya  d engan pengadilan Negeri Tingkat pertama lainnya bahwa perkara 

Pidana merupakan perkara yang paling  banyak  ditangani yaitu sebanyak 95 perkara atau sebesar 

57 % dari jumlah perkara yang ada, kemudian disusul dengan perkara perdata sebanyak 45 

perkara   atau sebesar   27 %, pidana khusus sebanyak 16 Perkara atau sebesar 9% dan pidana 

anak sebanyak 9 perkara atau 5%. Secara keseluruhan persentase penyelesaian  perkara banding 

pada pengadilan tinggi Bengkulu sebesar 86 %. 

 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding 

 

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang 

Dikuatkan 
1 Pidana 10 84 37 
2 Perdata 7 38 18 
3 Pidana Khusus - 16 3 

 Jumlah    
 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding 

 

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang 

Dibatalkan 
1 Pidana 10 84 7 
2 Perdata 7 38 8 
3 Pidana Khusus - 16 1 

 Jumlah    
 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang diperbaiki Tk. Banding 

 

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang 

Tidak dpt diterima 
1 Pidana - - - 
2 Perdata - - - 
3 Pidana Khusus - 16 9 

 Jumlah    
 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak diterima Tk. Banding 

 

No Jenis Perkara Sisa Masuk Putusan Yang 

Tidak dpt diterima 
1 Pidana - - - 
2 Perdata 7 10 5 
3 Pidana Khusus - - - 

 Jumlah    
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 Putusan yang diajukan Kasasi 

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang diKuatkan Banding dan Dikuatkan TK Kasasi 

No Perkara Kasasi Tk. 

Kasasi 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang diKuatkan Banding dan Dibatalkan TK Kasasi 

 

No Perkara Kasasi Tk. 

Kasasi 
1 Pidana 2 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang diKuatkan Banding dan Tidak Dapat Diterima TK Kasasi 

 

No Perkara Kasasi Tk. 

Kasasi 
1 Pidana 4 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan Dikuatkan TK Kasasi 

 

No Perkara Kasasi Tk. 

Kasasi 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan Dibatalkan TK Kasasi 

 

No Perkara Kasasi Tk. 

Kasasi 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
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Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) 

a. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

b. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

c. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan Tidak Dapat Diterima Tk. Kasasi yang 

dikuatkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

 

d. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
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e. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

f. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

g. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

h. Putusan Pengadilan TK.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan 

Tk. PK 

i.  

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

j. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan 

Tk. PK 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  



 

 

250 

 

k. Putusan Pengadilan TK.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

l. Putusan Pengadilan TK.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

m. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

n. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

o. Putusan Pengadilan TK.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
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p. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

q. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

r. Putusan Pengadilan TK.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Tidak Dapat Diterima Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  
 

s. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Tidak Dapat Diterima 

Tk. PK 

 

No Jenis Perkara Jumlah 

Perkara 
1 Pidana - 
2 Perdata - 
3 Pidana Khusus - 

 Jumlah  

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Memiliki Barang Inventaris yang tersebar  di 9 

Pengadilan, semua barang inventaris telah dimasukan kedalam aplikasi SIMAK BMN dan 

diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada. 
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Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Adapun  data  yang  berkenaan  dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah Sebagai Berikut: 

 

No Satker / Uraian Pengadaan 
Jumlah 

Unit 
Nilai Pagu Realisasi 

Proses 

Pengadaan 

1 .  Pengadilan Tinggi Bengkulu 
 1.  Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

8 Unit Rp. 74.000.000 Rp. 74.000.000  Pengadaan  

langsung 

2 ..               Pengadilan Negeri Bengkulu 
1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

14 unit Rp. 150.000.000 Rp. 149.999.300 Pengadaan 

langsung 

2. Gedung dan Bangunan 1 unit Rp. 5.000.000.000 Rp. 4.995.338.219

 

Pemilihan 

Langsung 

3 . Pengadilan Negeri  Curup 
1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

9 unit Rp. 68.000.000 Rp. 68.000.000 Pengadaan 

langsung 
2. Pengadaan Meubeler 10 unit Rp. 50.000.000 Rp. 49.950.000 Pengadaan 

langsung 
3. Renovasi Ruang sidang  100 m2 Rp. 700.000.000 Rp. 678.944.000 Pemilihan 

langsung 
4 . Pengadilan Negeri  Manna 

1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

5 unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.380.000 Pengadaan 

Langsung 
2. Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran 

5 unit Rp. 25.000.000 Rp. 24.530.000 Pengadaan 

Langsung 
3. Gedung dan Bangunan  500 M2 Rp. 3.000.000.000 Rp. 2.909.011.175 Pemilihan 

Langsung 
5 . Pengadilan Negeri  Arga makmur 
1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

10 unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.957.300 Pengadaan 

langsung 
6 .                PN Bintuhan 

1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

15 unit Rp. 155.000.000 Rp. 155.000.000 Pengadaan  

Langsung 
2. Peralatan dan fasilitas 

perkantoran  

15 unit  Rp. 105.000.000 Rp. 104.665.000 Pengadaan  

Langsung 
3. Pembangunan gedung kantor 

ruang barang bukti 

72 M2 Rp. 331.000.000 Rp. 331.000.000 Pemilihan 

Langsung 

7 . PN Tais 
1. Pengadaan Pengolah Data dan 

Komunikasi 

9 Unit Rp. 66.000.000 Rp. 66.000.000 Pengadaan  

Langsung 

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran 

35 Unit Rp .175.000.000 Rp. 174.550.000 Pengadaan  

Langsung 

3. 

 

 

 

Penambahan nilai Gedung dan 

Bangunan 

 

 

 120 M2 Rp. 100.000.000 Rp.98.842.000 Pengadaan 

Langsung 
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8 . PN Kepahiang 
1. Pengadaan pengelola data dan 

komunikasi 

11 unit Rp. 96.000.000 Rp . 95.995.000 Pengadaan  

Langsung 

  

2. Pengadaan peralatan perkantoran 14 unit Rp.  69.700.000 Rp. 69.700.000 Pengadaan  

Langsung 

  

9 . PN Tubei 
1. Jaringan Listrik 1 unit Rp. 30.000.000 Rp. 29.950.000 Pengadaan  

Langsung 
2. Pengadaan Pengelola Data dan 

Komunikasi  

20 Unit Rp. 86.000.000 Rp. 85.900.000.  Pengadaan  

Langsung 
3. Pengadaan Meubeler 20 unit Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Pengadaan  

Langsung 
4. Pembuatan sumur bor 1 unit Rp. 50.000.000 Rp. 49.800.000 Pengadaan  

Langsung 

 

D. PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

 

alam  melaksanakan  tugas pengelola  keuangan  yang  bersumber  dari  APBN  tersebut 

mengacu  pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 

Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja 

negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan  badan  peradilan  yang  berada  

dibawahnya  tahun  anggaran  2013,  baik  pejabat  yang  ditunjuk  untuk pengelola keuangan, 

specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja 

modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

 

No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran 

Rp. % Rp. % 

1 PT Bengkulu 16.116.416.000 12.473.388.761 77.39 23.590.555 22.6
2 PN Bengkulu 11.435.607.0000 10.428.902.095 91.2 1.006.704.905 8.80 
3 PN Curup 4.441.676.000 4.290.188.090 96.59 151.487.910 3.41 
4 PN Manna 4.521.013.000 3.645.098.185 86.38 875.914.815 19.3
5 PN Arga 3.851.672.000 3. 411.682.811 99.95 439.989.189 0.5 
6 PN Bintuhan 2.533.365.000 2.280.694.000 90.03 252.670.257 9.97 
7 PN Tais 3.965.918.000 3.218.724.574 81.16 747.193.426 18.8
8 PN Kepahiang 3.130.407.000 2.704.160.342 86.38 426.246.658 13.6
9 PN Tubei 2.541.097.000 2.497.314.381 99.79 43.782.61991.72 

 Jumlah      

D 
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2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

 

No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran 

Rp. % Rp. % 

1 PT Bengkulu 74.000.000 74.000.000 100 - - 
2 PN Bengkulu 5.150.000.000 5.145.337.519 91.2 4.661.781.000 8.80 
3 PN Curup 818.000.000 811.049.000 99.15 6.951.000 0.84 
4 PN Manna 3.111.000.000 3.018.921.175 99.82 92,078.825 19.3
5 PN Arga 86.000.000 85.957.300 99.95 42.700 0.05
6 PN Bintuhan 591.000.000 591.000.000 100 0 0 
7 PN Tais 741.000.000 738.868.000 99.71 2.132.000 0.28 
8 PN Kepahiang 156.000.000 166.000.000 99.82 305.000 0.18 
9 PN Tubei 2.541.097.000 215.550.000 99.79 450.000 0.20 

 Jumlah      
 

3.   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

 

No Satker Pagu Realisasi Sisa Anggaran 

Rp. % Rp. % 

1 PT Bengkulu 208.500.000 208.497.725 99.99 2.275 0.01 
2 PN Bengkulu 187.119.000 184.998.468 98.27 2.120.532 1.13 
3 PN Curup 91.575.000 86.434.500 94.39 5.140.400 5.81 
4 PN Manna 57.500.000 51.148.530 89 6.351.470 11 
5 PN Arga makmur 104.600.000 99.493.700 95,118 5.106.300 4.88 
6 PN Bintuhan 68.000.000 54.560.000 80. 13.440.000 20 
7 PN Tais 65.350.000 59.355.500 90,82 3.994.500 9.18 
8 PN Kepahiang 68.000.000 66.011.100 97.08 1.988.900 2.92 
9 PN Tubei 52.200.000 44.828.800 85.88 7.371.200 14.12 

 Jumlah      

E.  DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

 

eknologi Informasi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan 

Adminitrasi di wilayah Hukum  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu.  Adapun  beberapa  sistem  

administrasi  yang  yang  memerlukan dukungan    Teknologi  informasi yang telah 

diterapkan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu 

antara lain : 

1. Perangkat Keras 

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah 

dilakukan pengadaan perangkat keras berupa Server untuk mendukung pelaksanaan 

administrasi perkara. 

 

T
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2. Perangkat Lunak 

Untuk mendukung administrasi perkara dan administrasi  kesekretariatan Pengadilan tinggi 

Bengkulu dan Pengadilan dibawahnya telah menerapkan : 

1. Sistem Informasi Penelusuran  Perkara (SIPP) 

Semua  pengadilan  diwilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  telah  menerapkan  

SIPP  dalam pelaksanaan administrasi perkara yang pada saat ini telah menggunakan sipp 

ver 3.1.2 

2. Direktori  Putusan  untuk  saat  ini  baru  digunakan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Bengkulu  

dan  Pengadilan Negeri Bengkulu, sementara Pengadilan negeri lainnya belum 

menggunakan aplikasi ini. 

3. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) 

Satker di wilayah pengadilan tinggi bengkulu telah menggunakan  aplikasi komdanas 

4. SAPKA, SIMPEG yang digunakan bagian kepegawaian dalam proses peremajaan data 

telah diterapkan pada semua Penggadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

5. SIMAK. dalam pengelolaan aset negara semua Satker diwilayah hukum pengadilan 

Tinggi Bengkulu telah menggunakan  aplikasi Simak 

6. Bagian Keuangan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah menggunakan 

aplikasi SAKPA, SPM, Dan MONEV 

F.  REGULASI TAHUN 2016 

 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area : 

1. Manajemen Perubahan 

Dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dibuat kontrak kinerja untuk 

meningkatkan komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam melakukan reformasi 

birokrasi, Kontrak Kinerja dilakukan antara : 

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi; 

2. Hakim Tinggi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi; 

3. Panitera dengan Ketua Pengadilan Tinggi; 

4. Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi; 

5. Wakil Panitera dengan Panitera 

6. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian dengan Sekretaris 

7. Kabag umum dan Keuangan dengan Sekretaris 

8. Penitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Wakil Panitera; 

9. Kepala Sub Bagian Rencana Progran dan Anggaran, Kasubbag Kepegawaian dan 

Teknologi Informasi dengan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian; 

10. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Keuangan dan Pelaporan 

dengan Kabag Umum dan Keuangan; 

11. Panitera Pengganti dengan Panitera; 

12. Staf Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, 

Perdata dan Hukum; 

13. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepegawaian dan Teknologi 

Informasi, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan dengan 
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Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, Kepegawaian dan Teknologi 

Informasi, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan; 

14. Hakim Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu dengan Hakim Tinggi Pengawas 

Daerah; 

 

2. Perundang-Undangan 

Pengadilan tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewliayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Bengkulu tahun 2016 telah melaksanakan peraturan-peraturan dari 

Mahkamah agung diantaranya yaitu : 

1. Perma Nomor 2 Tahun 2015 | Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

2. Perma 7 Tahun 2015 | Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan 

3. PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka 

Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran 

 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Penataan dan Penguatan Organisasi berikutnya adalah dengan dipisahkannya jabatan 

Panitera dan Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada Bulan September 2015, maka 

dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Peradilan Umum. Adapun 

SK diatas menimbulkan beberapa nama jabatan baru. 

 

4. Penataan Tata Laksana 

Begitu pentingnya keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

informasi khususnya dalam Sistem Informasi Perkara di Pengadilan, Ketua Mahkamah 

Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH., telah menegaskan bahwa semua pengadilan 

negeri telah menerapkan SIPP/CTS pada akhir 2013 ini. Hal ini juga ditegaskan 

kembali dalam RAPIM dalam pertemuan dengan seluruh KPT tanggal 17 Desember 

2012 di Denpasar bahwa sebelum matahari terbit di 2014, seluruh pengadilan tingkat 

pertama pada peradilan umum sudah harus menerapkan SIPP/CTS, sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK 

KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sewilayah Bengkulu sesuai 

dengan perintah dari Ketua mahkamah Agung RI telah menerapkan SIPP/CTS dalam 

hal keterbukaan informasi publik. 

 

5. Penataan Sistem Manjemen SDM 

Untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Penerapan SE 

Dirjen Badilum  Nomor 2 DJU/KP.02.16204 tentang penegakan disiplin dilingkungan 
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peradilan umum dengan diberlakukannya apel  di senin pagi dan jumat sore. 

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Pemberlakuan Fit dan Propertest untuk peningkatan karier  bagi Hakim , karyawan 

dan karyawati sudah   diberlakukan yaitu pada saat pengusulan menjadi Hakim 

Tinggi dan usulan untuk  tenaga Fungsional. 

 

7. Penguatan Pengawasan 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-

U/49/Kp.04.06/II/2016 tanggal  11 November 2016 telah dibentuk Hakim Tinggi 

Pengawas Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya 

Peradilan, kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negera dan efektifitas keuangan 

negara di tingkat Pengadilan Negeri untuk menjaga agar dilaksanakan dengan seksama 

dan sewajarnya. 

Pengadilan Tinggi Bengkulu Telah melaksanakan pengawasan reguler mencakup . 

objek pengawasan meliputi,   Pengadilan  Negeri  Bengkulu,  Pengadilan  Negeri  

Curup,   Pengadilan  Negeri  Manna, Pengadilan Negeri Arga Makmur, Pengadilan 

Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Kepahiang dan 

Pengadilan Negeri Tubei. Pelaksanaan Pengawasan reguler ini dilakukan  2 kali 

dalam setahun dimana pada pengawasan yang kedua dilihat progres kemajuan dari 

hasil pengawasan yang pertama. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Selain itu saat ini Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung 

RI juga menangani sendiri  pengaduan masyarakat yang masuk kecuali dalam 

beberapa hal dimana Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil 

alih apabila: 

1. Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum 

di pengadilan tingkat banding yang lain 

2. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat 

3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding 

berlarut-larut. 

 

Pembaruan sistem penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak 

dari para pelapor seperti  hak  mendapatkan  perlindungan  kerahasiaan  identitas,  

mendapatkan  kesempatan  untuk memberikan keterangan  secara bebas tanpa 

paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, 

penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan 

perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. 
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BAB IV 
PENGAWASAN 

 

 

A.  Internal 

 

engadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, yaitu berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan 

amandemen dari lampiran ke IV SK.  KMA.  No.  080/KMA/SK/VIII/2006  tentang  Pedoman  

Pelaksanaan  Pengawasan  di  Lingkungan Lembaga Peradilan. 

 

Surat Keputusan tersebut di atas pada prinsipnya merupakan realisasi dari Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah  Agung  RI  No.  144/KMA/SK/VIII/2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  

Pengadilan  yang diantaranya   telah   menetapkan   bahwa   Informasi   mekanisme   

penanganan   pengaduan   dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh  Hakim dan Pegawai 

adalah merupakan jenis informasi yang harus diumumkan.   Keberadaan   SK   KMA   No.   

076/KMA/SK/VI/2009   juga   merupakan   pedoman   bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat 

Banding dan Mahkamah Agung dalam penanganan pengaduan, dengan harapan penanganan 

pengaduan yang dilakukan oleh  Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan   Tingkat   

Banding,   bersinergi   dengan   penanganan   pengaduan   yang   dilakukan   oleh Mahkamah 

Agung. 

 

 

Pengawasan ke Daerah 

 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: W8-U/49/Kp.04.06/XI/2016 

tanggal 11 November 2016  telah dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditugaskan untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga 

Peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya. 

Adapun Hakim Pengawas Daerah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
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NO NAMA JABATAN DAERAH PENGAWASAN 

1. H.Wahjono.SH.M.HUM Ketua PT Bengkulu Koordinator Pengawas 
2. Kusnawi Muklis, SH 

Sophar Sitorus, SH 

Sudirman Sitefu, SH 

 

Hakim Tinggi 

Hakim Ad Hoc 

Hakim Ad Hoc 

PN  Bengkulu 

3. Ratna Mintarsih SH.MH 

 

Hakim Tinggi PN  Tais 

4. Nursiah Sianipar.SH 

 

Hakim Tinggi PN  Curup 

5. M.Jalili Sairin SH.MH 

 

Hakim Tinggi PN  Manna 

6. A.Dachrowi.SA.SH.MH 

 

Hakim Tinggi PN Arga Makmur 

7. Iman Gulton.SH.MH Hakim Tinggi PN  Kepahyang 

8. Kusnawi Muklis. SH 

 

Hakim Tinggi PN Bintuhan 

9.  Didiek Riyono Putro.SH.M.Hum Hakim Tinggi PN  Tubei 

 

Pengawasan Reguler. 

 

elama tahun 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan pengawasan rutin ke 

daerah- daerah  /  Pengadilan  Negeri  yang  dipimpin  oleh  Hakim  pengawas  daerah  

beserta Tim guna memantau pelaksanaan peradilan di pengadilan negeri setiap 

pengawasan menghasilkan laporan hasil   pengawasan   yang   disampaikan   kepada   Wakil   

Ketua   Pengadilan   Tinggi   Bengkulu   selaku koordinator Pengawasan 

 

Pengawasan Melekat 

 

1.  Pengertian : 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali 

yang terus  menerus  dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya  secara  

preventif  dan refresif, agar  pelaksanaan  tugas  bawahan tersebut  berjalan  secara  

efektif  dan  efisien  sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ; 

2.  Maksud Pengawasan : 

a. Memperoleh informasi, apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan 

administrasi peradilan dan  pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan 

sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah administrasi dan ketidak efisienan 

penyelenggaraan peradilan; 

c. Menilai kinerja aparat Pengadilan; 

3.  Tujuan Pengawasan : 

Pengawasan  dilaksanakan  untuk  dapat  mengetahui  kenyataan  yang  ada  sebagai  

bahan pertimbangan   bagi  pimpinan  pengadilan  untuk  menentukan  kebijakan  dan  

tindakan  yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat 

pengdilan dan kinerja pelayanan publik. 

S
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4.  Ruang lingkup Pengawasan : 

a.  Meliputi   penyelenggaraan,   pelaksanaan   dan   pengelolaan   organisasi,   

administrasi   dan financial pengadilan ; 

b.  Sasaran 

Pengawasan : 

-  Aparat Pengadilan Tinggi 

-  Aparat Pengadilan Negeri 

5.  Bentuk Pengawasan : 

a. Pengawasan Langsung : dengan cara pemeriksaan reguler, dan pemeriksaan 

khusus. 

b. Pengawasan Tidak Langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, 

laporan lisan, dan pemberitaan media massa. 

6.  Pelaksanaan Pengwasan di Lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-

Wilayah Bengkulu : 

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi 

persidangan dan administrasi perkara. 

b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi 

Kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum. 

c. Pengawasan terhadap perilaku Aparat Pengadilan. 

d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan 

dan kualitas pelayan publik. 

Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi 

I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan tinggi terhadap : 

1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi : 

a. Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan jajaran Pengadilan Tinggi 

Bengkulu dan pengadilan se-Kota Bengkulu; 

b. Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan; 

c. Pelaksanaan   penyelesaian   pengaduan   masyarakat   terhadap   tingkah   laku   

dan pelaksanaan   tugas   Hakim-Hakim,   Kepaniteraan   dan   Pegawai   Pengadilan   

Tinggi Bengkulu dan Pengadilan se-Kota Bengkulu; 

2. Hakim Tinggi, Hakim Tinggi AD-HOC, dan Hakim Tinggi Pengawas : 

a.  Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : 

-  Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan; 

-  Penyelesaian/minutasi perkara; 

-  Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat; 

b.  Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata : 

-  Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 ; 

-  Penyelesaian perkara sesuai SOP; 

c.  Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan 

 perkara dari Panitera Muda Perdata; 
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3. Panitera 

a.  Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

b.  Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum; 

4. Sekretaris  

Memantau  pelaksanaan   Program  Kerja,   Pelaksanaan  dan  Laporan  

Pertanggung  Jawaban DIPA; 

 

5. Pengadilan Negeri se-Wilayah Bengkulu. 

a.  Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana : 

-  Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan ; 

-  Penyelesaian/minutasi perkara; 

-  Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat; 

b.  Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata : 

-  Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992; 

-  Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP; 

c.  Memantau kegiatan Hakim; 

d.  Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan S.O.P ;  

II. Pengawasan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi : 

a.  Memantau  pelaksanaan  tugas-tugas  Hakim  Tinggi,  Panitera/Sekretaris  dan  

Jajarannya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu serta Hakim, Panitera/Sekretaris beserta 

jajarannya pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Penagdilan Tinggi  Bengkulu; 

b. Memantau  pelaksanaan  tugas  dalam  penyelesaian  administrasi  perkara  pidana  

dan perkara perdata; 

c.  Memantau tingkah laku Aparat Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri 

se- Wilayah Hukum Penagdilan Tinggi  Bengkulu; 

d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi dan memantau 

pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu 

berdasarkan SK KMA No. 

076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009; 

e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum; 

 

III.  Pengawasan oleh Wakil Ketua terhadap : 

 

1. Panitera 

 

a.  Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

b.  Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara; 

c.  Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala; 

d.  Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, dan 

 Panitera Pengganti; 

e.  Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan 

perkara setiap bulannya; 
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2. Sekretaris 

a.  Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP; 

b.  Memantau pelaksanaan DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri 

se- Kota Bengkulu; 

c.  Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Kuasa pengguna Anggaran 

d.  Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian; 

e.  Memantau pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan keamanan kantor; 

 

IV.   Pengawasan  oleh    Panitera  terhadap  Kepaniteraan  Pidana,  Perdata,  Hukum,  

 dan Panitera Pengganti : 

 

1. Pelaksanaan  tugas-tugas  para  Panitera  Muda  di   Kepaniteraan  sesuai  dengan   

pola BINDALMIN dan SOP; 

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, 

PaniteraMuda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf; 

3. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda; 

4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Panitera Muda; 

5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti; 

 

V.  Pengawasan  oleh    Sekretaris  terhadap  Kepala  Sub  Bagian  Umum,  Keuangan  

 dan Kepegawaian 

1. Pelaksanaan tugas-tugas di Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan 

SOP; 

2. Memantau  pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan  oleh 

Ka.Sub.Bag. Umum, Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Ka.Sub.Bag. Kepegawaian terhadap 

kinerja staf; 

3. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah 

Agung RI dan instansi terkait; 

4. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya; 

5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kepala Sub. 

Bagian; 

6. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor; 

VI.  Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf : 

 

1. Panitera Muda Pidana : 

 

a. Pelaksanaan registrasi perkara; 

b. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan 

penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan, dan pembantaran 

penahanan; 

c. Pembuatan konsep-konsep penetapan dan pengirimann penetapan; 

d. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis; 

e. Pelaksanaanpemberkasan perkara; 

f. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan negeri; 
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g. Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan; 

h. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana; 

i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

 

2. Panitera Muda Perdata : 

 

a.  Pelaksanaan registrasi perkara; 

b.  Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis; 

c.  Pelaksanaan pemberkasan perkara; 

d.  Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri; 

e.  Penyerahan berkas perkara banding untuk diarsipkan; 

f.  Pelaksanaan administrasi keuangan perkara; 

g.  Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima; 

h.  Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata; 

i.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

 

3. Panitera Muda Hukum 

 

a.  Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata; 

b.  Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Mahkamah Agung RI; 

c.  Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata; 

d.  Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

 

VII. Pengawasan  oleh para Kepala Sub Bagian terhadap Staf: 

 

1. Sub Bagian Tata Usaha dabn Rumah Tangga: 

 

a.  Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); 

b.  Pencatatan barang persediaan; 

c.  Pencatatan permintaan barang persediaan; 

d.  Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN); 

e.  Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); 

f.  Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar; 

g.  Pengiriman surat-surat keluar; 

h.  Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri; 

i.  Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan; 

j.  Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; 

k.  Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor; 

l.  Mengatur  pekerjaan  petugas  kebersihan,  petugas  keamanan  kantor,  dan  

petugas piket harian; 

m.   Pembuatan konsep-konsep laporan; 

n.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 
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2. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi : 

 

a.  Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk; 

b.  Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian; 

c.  Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, 

cuti, pembuatan DP3,  kenaikan  gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana, 

pendidikan/pelatihan/bimbingan   teknis,   hukuman   disiplin,   pembuatan   

konsep- konsep surat keputusan, surat tugas, dan lain-lain; 

d.  Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai; 

e.  Pelaksanaan penerimaan Calon Hakim dan Calon PNS; 

f.  Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan, 

dan serah terima  jabatan, serta prosesi purnabakti Hakim Tinggi dan Ketua 

Pengadilan Negeri; 

g.  Pembuatan konsep-konsep laporan; 

h.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

 

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan : 

 

a.  Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL; 

b.  Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran; 

c.  Pelaksanaan penyetoran pajak; 

d.  Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

e.  Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran; 

f.  Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP; 

 

4. Sub Bag Rencana Program dan Anggaran : 

a. Pelaksanaan menyusun Rencana  Angaran /RKAKL 

b. Pelaksanaan Revisi Dipa  

c. Pelaksanaan Laporan Tahunan 

d. Pelaksanaan Laporan LKJIP 

e. Penyusunan Laporan Renstra  

f. Penyusunan lap IKU 

g. Penyusunan Lap Perjanjian Kinerja 

 

B. Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien. 

 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak 

k inerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara : 

 

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan Ketua Pengadilan Tinggi; 

2. Hakim Tinggi dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi; 

3. Penitera dengan Ketua Pengadilan Tinggi; 

4.  Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Tinggi 

5. Penitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan  Panitera; 
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6. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan  Sekretaris; 

7. Panitera Pengganti dengan Panitera 

8. Staff Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, Perdata 

dan Hukum; 

9. Staff Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian 

Umum, Keuangan, dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bag Rencana Program dan 

Anggaran 

10. Hakim Pengadilan Negeri se-Kota Bengkulu dengan Hakim Tinggi Pengawas Daerah; 

 

C.  Sanksi 

 

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa: 

 

1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan 

berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap SKP 

2. Panitera   Pengganti   yang   tidak   tepat   waktu   dalam   penyelesaian   minutasi   

dikurangi pembagian  perkaranya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan 

untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti; 

3. Pegawai/staff  yang  tidak  memenuhi   ketentuan  yang  telah  diperintahkan  oleh  

atasan langsungnya berpengaruh terhadap SKP serta dapat diusulkan penundaan 

kenaikan gaji berkals, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan 

remunerasi; 

4. Hukuman disiplin lainnya sesuai sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah agung RI 

Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

071/KMA/SK/V/2008 tanggal14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakaan Disiplin Kerja 

Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri 

pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan   yang   berda   di   bawahnya,   

sebagaimana   diubah   dengan   Keputusan   Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  

069/KMA/SK/V/2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

B. Evaluasi 

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim 

Pengawas daerah pada Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu baik 

dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta 

evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas 

pelayanan public dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan 

dengan susunan dan format yang sistematis, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, hakim 

pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau pejabat 

yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada 
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tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja baru dengan cermat dan tepat serta 

kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak 

muncul lagi pada pelaksanaan tugas di masa mendatang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari Laporan Tahunan 2016 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa 

hal yang berkaitan dengan kinerja kami diantaranya ialah : 

a. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja  pelayanan 

terhadap masyarakat dan penglolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai 

dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan 

kondisi yang ada pada Wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu walaupun dalam realisasinya 

belum optimal. 

b. Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan 

telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 

Bengkulu. 

c. Manajemen dan pengelolaan perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu 

pada tahun 2016 ini  banyak  menyisakan  pekerjaan  rumah  bagi  kami  di  tahun  2017  

nanti  mengingat  kami  mengalami peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses 

hingga tutup tahun 2016. 

d. Pengawasan Internal pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan 

dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif. 

e. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu 

pada tahun 2016 ini  telah  kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan 

mengikutsertakan para Hakim, Pejabat Struktural maupun  karyawan untuk mengikuti 

berbagai macam Diklat dan seminar baik yang dilaksanakan sendiri, mahkamah agung 

maupun oleh instansi lain. 

f.  Pengelolaan Aset  pada pada  wilayah hukum pengadilan Tinggi  Bengkulu telah telah 

dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik. 

g. Pengelolaan Keuangan diwilayahh Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dijalankan 

dengan baik sesuai dengan  aturan  dan  mekanisme  yang  ada,  akan  tetapi  kami  

kurang  maksimal  dalam  hal  penyerapan anggaran. 

h. Pengeloalan administrasi perkara  dan administrasi umum  Wilayah Hukum Pengadilan 

Tinggi Bengkulu telah  dijalankan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan  dan  standard  operating procedure (SOP). 

B. Rekomendasi 

 

a. Masih banyak kekurangan Sumber Daya Manusia yang penempatannya belum 

disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing satker. 

b. Agar Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS maka perlu adanya 

penekanan dari atas terhadap pelaksanaan atau implementasi CTS Tersebut. 

c. Perlu adanya  Reward  dan  Punishmen  terhadap  ketaatan  dan  ketepatan  waktu  dalam  

penyampaian laporan. 




